BUNDO KANDUANG
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTORIYYAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
ANWAR ZHAKY
NIM. 13370006

PEMBIMBING:
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020



ABSTRAK

Bundo Kanduang merupakan salah satu tokoh sentral dari golongan
perempuan di Minangkabau. Adat Minangkabau memberikan keutamaan hak-hak
khusus kepadanya. Dengan keutamaan dan hak tersebut, Bundo Kanduang dalam
sistem Pemerintahan Nagari direpresentasikan kepada salah satu anggota Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai perwakilan dari golongan
perempuan. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2
tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, keutamaan dan hak-hak Bundo
Kanduang masih banyak menimbulkan pertanyaan yang meragukan dari
masyarakat karena pembahasan tentang Bundo Kanduang masih sedikit. Seakan-
akan Peraturan Daerah ini belum merealisasikan hak-hak perempuan, dan terdapat
diskriminasi. Yang menjadi pertanyaan untuk menjawabnya apakah Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan
Nagari telah memberikan hak-hak Bundo Kanduang sebagaimana yang terdapat
dalam sistem adat Minangkabau? Bagaimana al-‘adatul muhakkamah untuk
memandang eksistensi perempuan di Minangkabau dan siyasah dustlriyyah
memandang Peraturan Daerah tersebut?

Penelitian merupakan jenis library research dan teknik analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pertanyaan di atas
dijawab menggunakan konsep al- ‘adatul muhakkamah dan siyasah dustQriyyah.
Penelitian ini dimulai dengan menganalisa eksistensi perempuan dalam tradisi
Bundo Kanduang di Minangkabau dan melihat sejauh mana Pemerintahhan
Daerah menerapkan Perlindungan Hukum terhadap Bundo Kanduang dalam
Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang
Pemerintahan Nagari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bundo kanduang di Minangkabau
memiliki kedudukan dan posisi yang menentukan di kehidupan bermasyarakat
dengan keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabung dalam
institusi, serta masuk ke dalam struktur Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan
Daerah Kab.50 Kota N0.2/2013 pemerintah daerah belum menetapkan kepastian
dan perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dari sisi materil peraturan,
akan tetapi, dalam Perda ini telah terdapat segi substansi telah memenuhi hak-hak
bundo kanduang.

Kata Kunci: Minangkabau, Pemerintahan Nagari, Bundo Kanduang, Perempuan,
Peraturan Daerah
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el Ditulis as-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
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Ditulis Zawr al-furid
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K. Pengecualian
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau merupakan wilayah kultur yang meliputi daerah administratif
dan kebudayaan unik yang menganut sistem matrilineal, yaitu sistem adat yang
mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu
jalinan kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan matrilineal
di Minangkabau sudah mengakar sejak lama dan menjadi faktor yang membentuk
masyarakatnya hingga sekarang.

Secara singkat, sistem kekerabatan matrilineal diartikan sebagai susunan
kekerabatan menurut garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.! Sistem
kekerabatan matrilineal Minangkabau mempunyai Kkarakteristik, yaitu: 1)
Keturunan menurut garis keturunan ibu. 2) Suku terbentuk menurut garis
keturunan ibu. 3) Setiap orang harus menikah dengan orang luar sukunya
(exogami). 4) Perempuan memegang seluruh kekayaan suku/keluarga, dan pihak
yang berkuasa adalah anak laki-laki tertua suku tersebut. Kemudian mengatur
organisasi masyarakat, lembaga adat, dan mengatur pemerintahan di Nagari. 5)

Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami ke rumabh istri.?

! lva Ariani, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi
Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia), Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1,
(Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2015) him. 39

2 http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-
dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/. Diakses tanggal 20 November 2019


http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/
http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/

Di Minangkabau yang disebut dengan Nagari® adalah sebuah lembaga yang
setara dengan Desa. Nagari adalah suatu kesatuan teritorial masyarakat hukum
adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keturunan
ibu (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.* Nagari di
Minangkabau diperintah oleh Pemerintahan Nagari® yang bertugas sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan
serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara historis Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan
tradisional yang diperintah oleh penghulu suku yang memiliki kewenangan yang
sederajatnya dan tergabung ke dalam sebuah kerapatan adat.® Pemerintahan
Nagari berwenang mengatur rumah tangganya dan mengambil keputusan untuk
kepentingan rumah tangganya serta menjalankan semua peraturan lebih tinggi.
Selain itu, Pemerintahan Nagari mempunyai hak untuk mengambil tindakan yang

ditugaskan kepadanya.’

% Nagari adalah masyarakat hukum adat yang tterdiri dari wilayah dan batas-batasnya, dan
memiliki wewenang untuk-mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan filosofi
adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). /(Peraturan Daerah
Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 Nomor
7)

4 Peraturan Daerah ‘Kabupaten ‘Lima "Pulun Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pemerintahan Nagari Pasal 1 Nomor 9

5 Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di
wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 8)

® LKAAM, Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau, (Padang: Yayasan Sako
Batuah, 2000) him. 20

" Iskandar Kemal, Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tinjauan
tentang Kerapatan Adat, Edisi Il, (Yogyakarta: Graha IImu, 2009) him. 205



Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin Pemerintahan Nagari
adalah Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang.
Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di Nagari
seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Nagari
(BAMUS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali
Nagari.?

Struktur pemerintahan dalam Nagari terdiri dari Wali Nagari yang
memimpin Pemerintahan Nagari. Kemudian Badan Pemusyawaratan Nagari yang
disebut BAMUS. BAMUS adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang bertugas dan berwenang untuk
mengurus dan mengatur masyarakat dalam suatu Nagari.®

BAMUS mempunyai anggota yang terdiri dari tokoh adat atau kepala suku
yang disebut Niniak Mamak, dan tokoh agama yaitu Alim Ulama, kemudian dari
tokoh cendikiawan yang disebut Cadiak Pandai, serta dari kalangan perempuan
disebut Bundo Kanduang®® dan komponen masyarakat lainnya yaitu dari kalangan
dubalang (pemuda).**

Bundo Kanduang-sebagai salah satu anggota BAMUS menjadi menarik,

mengingat bundo kanduang secara harfiah di Minangkabau adalah ibu sejati'?

8 Busyro, Peranan Lembaga Keagamaan Lokal dalam Melahirkan dan Mengawal Fatwa
Keagamaan, Jurnal Islam dan Realitas Sosial, 2015, Volume 8, Nomor 1, him. 182

9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 ... Pasal 1 Nomor 11
10 1bid, Pasal 12
11 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 43 Ayat (2)

12 |drus Hakimy, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 1994) him.41



dalam sebuah Nagari. Selain itu, dalam Tambo® Bundo Kanduang disebutkan
sebagai institusi perempuan.** Secara fungsional mengacu kepada perempuan
senior atau ibu utama dalam keluarga matrilineal Minangkabau, yang memiliki
kepribadian kuat, bijak dan adil, serta mampu membuat keputusan yang bijak dan
adil.®®

BAMUS sebagai lembaga demokrasi untuk mengurus dan mengatur
masyarakat dalam suatu Nagari, menjadikan lembaga ini mempunyai peranan
penting dalam Nagari. Jika dilihat masing-masing Nagari di Minangkabau
memiliki BAMUS-nya masing-masing. Dengan kata lain, Bundo Kanduang
terlibat aktif dalam sistem pemerintahan nagari. Dalam penelitian ini, yang ingin
diteliti adalah eksistensi dan sejauh mana pembahasan tentang Bundo Kanduang
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini terdiri dari 16 bab dan
154 pasal. Bab yang khusus membahas tentang BAMUS adalah bab 5 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari. Bab 5 tersebut pada bagian tiga

13 Tambo berasal dari Bahasa sanskerta, tambay atau tambe yang berarti awal atau bermula.
Dan merupakan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang penting dan berisi kisah yang
disampaikan secara lisan. (dikutip dari buku A.A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru, Cetakan Il
(Jakarta: PT Pustaka Grafitipers Anggota IKAPI, 1986) him. 45

4 Datoek Toeah, Tambo Alam Minangkabau, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1984) him.
219

15 Noni Sukmawati, Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan Bagurau;
Gambaran Perubahan Sosial Minangkabau, Laporan Penelitian, (Padang: Universitas Andalas,
2006) him. 50



membahas tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang terdiri dari 12 pasal yang
menjelaskan tentang BAMUS Nagari, yaitu pasal 41 sampai pasal 53.1

Jika dilihat dalam Term kajian kelslaman, Islam sebagai sebuah ajaran
memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Dalam Islam tidak ada
dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Islam
mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta
kepribadian yang independen. Hal itu dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa
perempuan adalah partner (pasangan dan saudara)!’ sehingga kedudukan serta
hak-haknya hampir dikatakan sama dengan laki-laki.*®

Dari gambaran di atas, peneliti berniat melakukan penelitian tentang: Bundo
Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun
2013 Tentang Pemerintahan Nagari.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi permasalahan pembahasan di

atas, maka akan ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

16 Peraturan 'Daerah Kabupaten Lima Puluh' Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pemerintahan Nagari

17 Setelah sepuluh tahun Rasulullah SAW wafat, perempuan dihadapkan pada otoritas
politik yang memapankan nilai androsentrisme. Pada masa itulah yang menjadi jembatan
androsentrisme dalam islam dan dilembagakan secara halus melalui ajaran kitab tafsir, hadis dan
figih, serta dikembangkan hingga sekarang. Perempuan memiliki posisi sentral yang diakui
ketinggian spiritualnya yang bisa melebihi laki-laki. Sebagaimana kata lbnu Arabi, sufi sejati
adalah mereka yang merubah dirinya menjadi sifat perempuan. (Masri S.S, Syari’at Islam dan
Perempuan, Serambi Indonesia, Edisi 1 Februari 2008)

18 Agustin Hanafi, Peran Perempuan dalam Islam, Jurnal Gender Equality: International
Journal of Child and Gender Studies, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015 (Banda Aceh: Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015) him. 16-19



Bagaimana eksistensi perempuan dalam tradisi Bundo Kanduang di
Minangkabau?
Bagaimana Pemerintan Daerah menerapkan perlindungan hukum

terhadap Lembaga Bundo Kanduang perspektif Siyasah Syar’iyyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan dan koreksi

terhadap atau menguji kebenaran ilmu yang telah ada.’* Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Mencari dan mengetahui eksistensi perempuan dalam tradisi Bundo
Kanduang di Minangkabau.

Mencari dan mengetahui, serta menganalisis sejaun mana Pemerintah
Daerah menerapakan perlindungan hukum terhadap Lembaga Bundo

Kanduang yang ditinjau dengan kajian siyasah syar iyyah.

Dan Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.

Secara teoritis, supaya dapat menambah literatur khususnya dalam
bidang Hukum Tata Negara (Siyasah), sehingga dapat berguna terutama
penelitian selanjutnya yang mengambil fokus pada kajian normatif
mengenai Bundo Kanduang dan kajian Perundang-undangan.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan dan
sumber informasi serta bahan komparasi bagi para peneliti lain yang

akan mengangkat masalah serupa.

19 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan
Penguasaan Metodologi Penelitian, Cetakan 1I, (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota
IKAPI), 2010) him. 8-9



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang
pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan
penelitian yang akan dilakukan.?’ Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan
penelitian yang ada sebelumnya, maka dilakukan pengamatan terkait penelitian-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sampai saat ini penelitian tentang peran, tugas dan wewenang Bundo
Kanduang (perempuan Minangkabau) telah banyak dilakukan. Akan tetapi,
sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan penelitiannya
tentang Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah
Dusturiyah.

Adapun karya-karya terkait yang menulis tentang Bundo Kanduang di
Minangkabau, di antaranya:

Buku karya Nina Andriana dkk, tentang Perempuan, Partai Politik, dan
Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal.?* Buku
ini di terbitkan oleh PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI) pada tahun 2012 atas
kerjasama Pusat Penelitian Politik Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia dengan
Konrad Adenauer Stiftung. Kemudian buku ini membahas tentang partisipasi

politik perempuan di Indonesia dan factor-faktor yang menghambat peran serta

20 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa,
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Press, 2009) him. 3

21 Nina Andriana, dkk, Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota
Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI), 2012)



perempuan. Kemudian membahas kurangnya peran serta perempuan di bidang
perpolitikan.

Jurnal yang disusun oleh Sismarni tentang Perubahan Peranan Bundo
Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern.?? dibahas dalam
jurnal ilmiah dan kajian Gender Volume 1, Nomor 1, 2011, Jurnal ini membahas
tentang perubahan fungsi Bundo Kanduang yang ideal menurut pepatah
Minangkabau dan faktor-faktor penyebab bergesernya peran dan tugas Bundo
Kanduang Minangkabau. Serta menjelaskan bagaimana peran Bundo Kanduang
dulu dan sekarang.

Jurnal yang disusun oleh Iva Ariani tentang Nilai Filosofis Budaya
Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak
Perempuan di Indonesia),® dibahas dalam jurnal filsafat Vol. 25, No. 1, Februari
2015 yang diterbitkan oleh Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Jurnal ini
membahas tentang nilai-nilai filosofis dari budaya matrilineal di Minangkabau
serta menjelaskan relevansi filsafat matrilineal Minangkabau terhadap penegakan
hak-hak perempuan di Indonesia.

Jurnal yang disusun oleh Gusna Ronsi tentang Citra Perempuan dalam

Peribahasa Minangkabau,* dibahas dalam jurnal llmu Sosial dan Humaniora,

22 Gismarni, Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat
Minangkabau Modren, Jurnal limiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 1, (Padang: IAIN Imam
Bonjol, 2011)

23 |va Ariani, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi
Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia), Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1,
(Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2015)

24 Gusna Ronsi, Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau, Jurnal limu Sosial dan
Humaniora, Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, (Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan
Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, 2011)



Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, April 2011, diterbitkan oleh Pusat Studi
Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB
Universitas Andalas, Padang. Dan membahas tentang aspek-aspek citra diri
perempuan Minangkabau seutuhnya sebagai cerminan realitas kehidupan
masyarakat Minangkabau.

Jurnal yang disusun oleh Erianjoni tentang Pergeseran Citra Wanita
Minangkabau: Dari Konsepsi ldeal-Tradisional ke Realitas,” dibahas dalam
jurnal limiah Kajian Gender. Dan jurnal ini membahas tentang transformasi yang
terjadi dan dihadapi wanita Minangkabau dengan melihat dari citra ideal-
tradisional ke realitas sosial.

Jurnal yang disusun oleh Zainal Arifin tentang Bundo Kanduang (hanya)
Pemimpin di Rumah (Gadang),® dibahas dalam jurnal Antropologi Indonesia,
Volume 34, Nomor 2, tahun 2013, diterbitkan oleh Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Palitik, Universitas Indonesia. Dan jurnal ini
membahas tentang kritikan posisi dan kedudukan Bundo Kanduang yang
didominasi oleh laki-laki yaitu, Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di mana Bundo
Kanduang tidak terlalu berperan di nagari dan perannya yang maksimal hanya di

rumah Gadang.

25 Erianjoni, Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi dan Ideal-Tradisional
ke Realitas, Jurnal llmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 2, (Padang: IAIN Imam Bonjol,
2011)

% Zainal Arifin, Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang), Jurnal
Antropologi Indonesia, Volume 34, Nomor 2, 2013 (Departemen Antropologi: Fakultas limu
Sosial dan lImu Politik, Universitas Indonesia, 2013)
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Jurnal yang disusun oleh Agustin Hanafi tentang Peran Perempuan dalam
Islam.?” Dibahas dalam jurnal Gender Equality: International Journal of Child
and Gender Studies, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, diterbitkan oleh Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015. Dan jurnal ini
membahas tentang kedudukan dan posisi perempuan dalam Islam, serta
membahas kemuliaan perempuan dalam Islam dan bagaimana perempuan
dimuliakan di Aceh.

Skripsi yang disusun oleh Desi Evayanti. R tentang Peran BAMUS dalam
Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan
Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012,%# karya ini diterbitkan oleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun 2011.
Penelitian ini berisi tentang praktik fungsi BAMUS Nagari terhadap kinerja
Pemerintahan Nagari, tugas dan wewenang BAMUS Nagari, yaitu mengawasi
kinerja wali nagari di Nagari Kapau Kabupaten Agam. Serta penelitian ini
menjelaskan pengawasan BAMUS nagari terhadap Pemerintahan Nagari
melakukan kesalahan.

Penelitian yang disusun oleh Amaliatulwalidain tentang Representasi Peran

Politik Bundo Kanduang pada Sistem' Pemerintahan Nagari dalam Upaya

21 Agustin Hanafi, Peran Perempuan dalam Islam, Jurnal Gender Equality: International
Journal of Child and Gender Studies, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015 (Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015)

2 Desi Evayanti R tentang Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan
Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012,
(Padang: Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Unand, 2011)
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Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat.? Penelitian ini dibahas pada
Fakultas llmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri.
Kemudian penelitian ini membahas tentang keterlibatan Bundo Kanduang sebagai
unsur terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di nagari terutama
kedudukannya di BAMUS nagari.

Penelitian yang disusun oleh Refdiana tentang Pelaksanaan Tugas Pokok
Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukanya Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan
2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat).*
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial dan Illmu Politik UMY.
Kemudian penelitian ini membahas tentang sebuah deskripsi mengenai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari di Minangkabau setelah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan. Dan Bagaimana
Pemerintahan Nagari saat ini dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 menyangkut keuangan nagari. Serta perubahan dari desa ke
nagari menyebabkan perubahan baik perubahan dalam strukiur pemerintah dan
peraturan yang berlaku dalam masyarakat-maupun perubahan kewenangan, fungsi

dan tugas masing-masing lembaga dalam Pemerintahan Nagari.

2 Amaliatulwalidain, Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem
Pemerintahan Nagari dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat, (Fakultas
llmu Pemerintahan dan Iimu Budaya Universitas Indo Global Mandiri)

%0 Refdiana, Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan
Diberlakukanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari
Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat), (Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta)
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Skripsi yang disusun oleh Umi Khusrini tentang Peran Perempuan Di
DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam Siydsah Syar’iyyah.®* SKripsi ini
diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Kemudian skripsi ini membahas tentang peran anggota
legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan selama
mereka menjabat sebagai anggota legislatif (DPRD) khususnya di Kabupaten
Banjarnegara periode 2014-2019 yang ditinjau dengan Siydsah syar’iyyah.

Dari tulisan-tulisan di atas mempunyai kesamaan dari pembahasan yaitu,
sama-sama membahas tentang BAMUS nagari, Bundo Kanduang, tokoh
perempuan dan peranannya. Letak perbedaannya terdapat pada obyek penelitian.
Di mana obyek yang akan diteliti adalah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor

2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari Pasal 12 ayat (1).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu pisau analisis yang digunakan untuk
membuat karya ilmiah. Maka untuk menjawab permasalahan penyusun
menggunakan teori Al-‘adatul' Muhakkamah dan Siyasah Dusturiyyah, yaitu:
1.  Al-“adatul Muhakkamah

a. Pengertian

Secara bahasa, al-‘adah diambil dari kata al-‘aud yang berarti berulang.

Oleh karena itu, secara Bahasa berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang

31 Umi Khusrini, Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam
Siyasah Syar’iyyah, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
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dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi
kebiasaan.

Secara terminologi, ‘adah adalah sebuah kecendrungan (berupa ungkapan
atau pekerjaan) pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada
obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok.
Ringkasnya al-‘adah disebut demikian karena dilakukan secara beruang-ulang,
sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.*

b. Macam-Macam Al- ‘adatul Muhakkamah

Ulama ushul figih menyebutkan tentang macam-macam adat. adat mendapa
tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak
bertentangan dengan hukum-hukum syari’at yang berlandaskan dalil hukum yang
sah, baik al-Qur’an maupun sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dalam
masyarakat. ‘Adah/ urf dapat terlihat dari beberapa aspek:

1) ‘Adah/urf dilihat dari segi kualitas (baik dan buruk).®
2) Adat apabila dipandang dari segi sifatnya.
3) “Adat yang dipandang dari segi ruang lingkupnya.®*
c.  Kaidah Al-adatul Muhakkamah
1) * Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan,

argument, dalil) yang waib diamalkan.

%2 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Figh, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2005) him. 153
33 Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushul Figih, (Semarang: Dina Utama, 1942) him. 123

% 1bid, him. 100



2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) hanyalah adat
yang harus terus menerus berlaku.

Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal
oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.®

Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan
dengan suatu syarat.

Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash.
Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang
tidak berlaku dalam kenyataan.

Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti

menurut adat.

Kemudian, sebagaimana telah dikeahui bahwa akulturasi antara Islam

dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang

menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat

ditemukan dalam kaidah-kaidah figih yang menyatakan:*

AaSaall salad)

Artinya: “Adat kebiasaan sebagai sumber (landasan) hukum”

% Dzauli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Yang Praktis, Cet. 2, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2007) him. 85

% Saiful Jazil, Al-Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam, Porsiding Halagoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan,
(Surabaya: UIN Sunan Ampel) him, him. 320
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2. Siyasah Dustlriyyah

Menurut Ahmad Fathi Bahansi, siydsah syar’iyyah adalah peraturan yang
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia berdasarkan syara’.®” Siyasah
syar’iyyah merupakan otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang
dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama,
meskipun tidak ada dalil yang mengaturnya.®® Artinya seseorang yang menjadi
atau duduk di bangku pemerintahan diharuskan membuat kebijakan melalui
ijtihad, karena ijtihad merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan
negara dan pemerintahan. Hal ini termasuk ke dalam ajaran Islam yang terdapat
dalam al-Qur’an dan Sunnah beserta Batasan kuantitasnya dan tidak mungkin ada
tambahannya. Seiring perkembangan zaman bertambahnya masalah-masalah baru
yang muncul dihadapi manusia, maka diperlukan ijtihad untuk mencari ketetapan
hukum masalah yang belum ditemukan ketentuannya dalam al-Qur’an dan
Sunnah.*

Dalam ajaran Islam pemerintahan adalah amanat, yaitu sesuatu yang
diberikan atas kepercayaan oleh rakyat kepada pemerintahan agar dilaksanakan
sebaik-baiknya. Manusia sama-sama -mempunyai - tanggung- jawab untuk

mengemban tugas kekhalifahan, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan

87 A. Djazuli, Figih Siyasah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2007) him. 1

3 Mujar lbnu Syarif dan Khamami Zada, Figih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam, (Jakarta: Erlangga 2008) him. 20

% Ridwan HR, Figih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan (Yogyakarta: FH UlI
Press, 2007) him. 97



16

untuk saling bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan amar ma’ruf
nahi mungkar demi menciptakan tatanan dunia yang baik, benar dan damai.*

Suyuti Pulungan menyebutkan dengan Al-Mawardy bahwa Siyasah
Syar’iyyah tidak terfokus kepada satu obyek, melaikan membahas bidang siyasah
dustdriyyah (perundang-undangan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah
gadhaiyah (peradilan), siyasah harbiyah (peperangan), siyasah idariyah
(administrasi). Kemudian mengutip Abd. Wahab Khalaf bahwa siyasah
syar’iyyah membahas tiga bidang, yaitu siyasah dustlriyyah (perundang-
undangan), siyasah kharijiyah (hubungan luar negeri), siyasah maliyah
(keuangan).*

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada siyasah dust(riyyah, bahwa
Siyasah Dustlriyyah merupakan suatu bagian dari kajian figih Siyasah yang
membahas tentang prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi
pemerintahan sebuah negara termasuk di dalamnya perundang-undangan,
peraturan, dan adat istiadat yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan
terpenuhinya- kebutuhan manusia.. Pembahasan mengenai Siyasah Dustdriyyah
tidak bisa dilepaskan dari dalil-dalil kuly, yaitu al-Qur’an dan-hadis, maqdsid

syari’ah serta;semangat/Islam dalam mengatur masyarakat.*

40 Badriyah Fayumi, Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam), (Jakarta: Tim
Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001) him. 30

41 Suyuti Pulungan, Figih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet. 1V, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1999) him. 39-40

2 1bid, him. 47
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Salah satu kajian penting dalam Siyasah Dustlriyyah adalah persoalan
rakyat dan hak-haknya. Menurut pendapat Abdul A’la Al-Maududi bahwa hak-
hak rakyat adalah, a) perlindungan terhadap hidup, harta dan kehormatannya; b)
perlindungan terhadap kebebasan pribadi; c) kebebasan menyatakan pendapat dan
berkeyakinan; dan d) terjamin kebutuhan pokok hidup, dengan tidak membedakan
kelas dan kepercayaan.®

Menurut Ahmad Wahab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam
perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan dasar atas hak-hak asasi
manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di
mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan
dan agama.*

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan,
aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang
berkaitan dengan hak-hak rakyat. Dengan demikian, fokus kajian Siyasah
Dustariyyah adalah mengenai seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia
pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan

umat manusia sesuai dengan tuntutan syari’at.*

43 Ibid, him. 64
4 Abd. Wahab Khalaf, Al-Siyasah Al-Syari’ah, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997). him. 25-40
4% Muhakki, Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah

Dusturiyyah), Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 1 Nomor 2, Oktober, (2011). him.
139
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F.  Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh
kebenaran atas suatu masalah melalui metode ilmiah.*® penelitian merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi, yang dilakukan
secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan
metode atau tatacara tertentu. Sistematis merupakan penelitian yang dilakukan
berdasarkan suatu sistem. Konsisten merupakan tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.*” Dan Oleh karena itu, digunakan
metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah dan penelitian pustaka (library research).
Penelitian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait
penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh
data penelitiannya.*
2. Sifat Pepelitian

Penelitian ini. bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu ‘penelitian yang
ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi

masalah tertentu.”® Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan

% Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan
Penguasaan Metodologi Penelitian, Cetakan Il, him. 4

47 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2010) him. 42

4 Mustika Zed, Metode Penelitian Perpustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004).
him 2-3

49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, him. 10
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persoalan yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam tradisi Bundo
Kanduang dan pemerintah daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap
lembaga Bundo Kanduang di Minangkabau.

Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang
eksistensi dan pembahasan terkait Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.
3. Sumber Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu
dengan cara meneliti dan menelaah data kepustakaan sebagai sumber primer dan
didukung sumber sekunder sebagai berikut:

a.  DataPrimer

Data primer meliputi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, dan buku
yang membahas tentang Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan Bundo
Kanduang.

b.  Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang dapat mendukung data
primer untuk memperkuat data, dan diambil dari jurnal, artikel, dan pendapat para

ahli dan lain-lain, yang relevan dengan obyek penelitian.
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4.  Analisis Data

Analisis data merupakan kerja yang memerlukan Kketelitian, dan pencurahan
daya pikir optimal.®® Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah
analisis-deskriptif Kualitatif, yakni berdasarkan teori-teori yang relevan,>* dengan
metode analisis berdasarkan data yang diperoleh dan di tinjau dengan teori Al-
‘adatul Muhakkamah dan teori Siyasah Dustdriyyah.
5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis. Pendekatan
normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan
menelaah teori, konsep Al-‘adatul Muhakkamah dan konsep Siyasah Dustlriyyah
yang berhubungan dengan penelitian ini. Memaparkan materi secara sistematis
melalui sumber literatur untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian
data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dapat ditarik kesimpulan

secara deduktif, yaitu data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.>2

%0 Suratmatman dan H. Philip Dillah, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Il, (Bandung:
Alfabeta, (Anggota IKAPI), 2014) him. 144

51 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, Cetakan I, (Yogyakarta: Kurnia
Kalam Semesta, 2003) him. 10

52 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ..... him. 10
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G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul “Bundo Kanduang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pemerintahan Nagari”, maka sistematika penulisannya tersusun dari beberapa
susunan, yakni:

Bab I, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang
masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini
berisi alasan diangkatnya judul tersebut dan tata-cara penyelesaian masalah dalam
penelitian.

Bab II, merupakan penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori
dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas.
Fokus pembahasan mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan seperti,
teori Al- ‘adatul Muhakkamah dan Siyasah dustiriyyah.

Bab [I1l, merupakan uraian Perempuan dan Pemerintahan Nagari di
Minangkabau yang mencakup uraian Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah,
serta Perempuan di Minangkabau, kemudian Bundo Kanduang dalam adat
Minangkabau.

Bab IV, isi dari bab ini merupakan analisis data yang diuraikan tentang
analisis terhadap Penetapan perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pemerintahan Nagari dengan sub-sub judul analisis eksistensi perempuan dalam

tradisi Bundo Kanduang di Minangkabau dan analisis permerintah daerah



22

menerapkan perlindungan hukum terhadap lembaga Bundo Kanduang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah Dustdriyyah.

Bab V, merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi sebuah kesimpulan
dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan yang telah dianalisis di
dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, di dalam bab ini ada beberapa saran subjek

dan obyek penelitian, hal itu dilakukan untuk kebaikan yang bersangkutan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penelitian ini mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah menerapkan
perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kab.
Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Dalam
menjawab itu penelitian ini membahas dua hal:

1.  Pandangan Al-‘adatul Muhakkamah terhadap Eksistensi Perempuan dalam

Tradisi Bundo Kanduang di Adat Minangkabau

Berdasarkan sistem hukum adat Minangkabau posisi dan kedudukan
perempuan telah merealisasikan tujuan-tujuan syari’at. Sebagaimana yang telah
disebutkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Bentuk
realisasi ini, menjadikan terdapatnya akulturasi antara agama dan budaya lokal di
sisi metodolgis untuk diakomodasi eksistensinya.

Menurut sistem matrilineal yang menetapkan garis keturunan menurut garis
keturunan ibu, hal 'ini merupakan suatu hak' dan keutamaan khusus diberikan
kepada perempuan Minangkabau. Baik dari kedudukan dan posisinya di tengah
masyarakat dan keluarganya. Sebagaimana dalam adat Minangkabau perempuan
mengkategorikan perempuan menjadi dua kategori penting. Yaitu, perempuan
sebagai personaliti perempuan sebagai institusi.

Dengan demikian perempuan dalam kehidupan masyarakat seiring
berkembangnya waktu peranannya tidak hanya sebatas di keluarganya. Akan

tetapi perempuan telah diberikan hak dan kepercayaan untuk memasuki berbagai

69
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bidang, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Hal ini terlihat jelas dengan
keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabungnya dalam institusi
masyarakat, serta bergabung dalam struktur Pemerintahan Nagari.

2.  Pandangan Siyasah Dustdriyyah terhadap Pemerintah Daerah Menerapkan

Perlindungan Hukum kepada Bundo Kanduang

Berdasarkan pandangan hukum Islam, dalam Perda Kab. 50 Kota No.
2/2013 masih terdapat kekurangan yang dapat membuat pemahaman terkait bundo
kanduang masih ambigu dan terancam hak-haknya dalam struktur Pemerintahan
Nagari. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah belum secara jelas menerapkan
perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dari sisi materi Peraturan.
Padahal dalam membuat suatu peraturan lembaga legislatif harus melihat segi asas
dan tujuan suatu undang-undang, dan seharusnya setiap pasal dan ayat harus pasti,
jelas, serta harus detail materil dan substansinya untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum.

Islam sendiri telah menjamin kedudukan dan memberikan perlindungan
kepada Bundo Kanduang. supaya hak-haknya terlindungi dan terhindar dari
diskriminasi. Akan tetapi upaya-upaya untuk memenuhi tersebut dalam Perda.
Kab. 50 Kota N0.2/2013 belum secara jelas memberikannya dari segi materi
peraturan. Namun, kedudukan dan perlindungan yang terdapat pada hukum adat
Minangkabau telah secara jelas memberikan pelindungan hukumnya.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, hal-hal yang mejadi harapan

ditujukan kepada:
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1.  Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Khususnya Kabupaten Lima Puluh
Kota
Pemerintahan Daerah selaku Lembaga legislatif tingkat daerah untuk dapat
melihat kembali materi Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota nomor 2 tahun
2013 tentang Pemerintahan Nagari. Jika ditemukan hal-hal yang belum jelas dan
memerlukan penjelasan yang lebih, maka diharapkan untuk melakukan revisi
terhadap Peraturan Daerah ini. Dan juga diharapakan melalui Peraturan Daerah
atau peraturan di bawahnya ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
Bundo Kanduang mengingat keutamaannya di tengah masyarakat, serta hak-
haknya agar bundo kanduang lebih terpelihara.
2. Akademisi yang akan melanjutkan membahas terkait Bundo Kanduang dan
menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi.
Penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, diharapkan kepada akademisi
untuk melanjutkannya dan atau memberikan kritikannya. Hal itu, akan menjadi

salah satu cara untuk mengetahui apakah ada kekeliruan dalam penelitian ini.



72

DAFTAR PUSTAKA
A. Fiqih/Ushul Figih

Abdul, Farid, Khaliq, Figih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005.

Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam
Perspektif Figih Siyasah, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Akhbar, Ali Abaib Mas Rabbani Lubis, llmu Hukum dalam Simpul Siyasah
Dustlriyyah, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Anam, Khairul, Fikih Siyasah dan Wacana Politk Kontemporer, Edisi Perdana,
Yogyakarta: lde Pustaka, 2009

Daud, Abu, Sulayman Ibn al-Ash’ath al-Sajastanly, Mukhtashar Sunan Abu Daud,
Hadis Nomor 3592, Jilid ke-2, Juz ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Djalil, Basig, Ilmu Ushul Figih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Djazuli, A, Figih Siyasah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari ah;Jakarta: Kencana 2007.

Dzauli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, Cet. 2, Ed. 1 (Jakarta:
Kencana, 2007.

Efendi, Satria, M. Zein, Ushul Figh, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2005.
Farid, Abdul;. Khalig, Figih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005.

Fathurrahman, Oman, Figh Usul Figh, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam,
1994,

Hag, Husnul, Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan
Masyarakat Jawa, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,
Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017.

HR, Ridwan, Figih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, Yogyakarta: FH
UlI Press, 2007.

Ibnu, Mujar Syarif dan Khamami Zada, Figih Siyasah Doktrin dan Pemikiran
Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008.



73

Ibrahim, Khalid, Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis lbnu Taimiyah
Tentang Pemerintahan Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Igbal, Muhammad, Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:
Kencana Prenamadia Group, 2014

Maufur, dkk, Modul Pelatihan Figih dan HAM, Yogyakarta: LKkiS, 2014.

Muhakki, Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah
Dustariyyah), Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 1 Nomor 2,
Oktober, (2011). him. 139

Muhammad, Islamil, Syah, fisafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
Munir, Samsul, Amin, Kamus Ushul Fikih, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 20009.

Nasution, Khairuddin, Pengantar Studi Islam, Yogyakarta, ACAdeMIA-
TAZZAFA, 2012.

Pulungan, Sayuti, Figih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cet. Keempat,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Shidiq, Sapiudin, Ushul Figih, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Wahab, Abd. Khalaf, Al-Siyasah Al-Syari’ah, Kairo: Dar Al-Anshar, 1997.
......... , Abdul, Khalaf, limu Ushul Figih, Semarang: Dina Utama, 1942.

.......... , Abdul, Khallaf, Qawaid Fighiyyah Muamalah, Banjarmasin: LPKU,
2015.

B. Minangkabau

Franz & V.B. Keehet, Identitas-identitas Ambivalen ‘Desentralisasi dan
Komunitas-Komunitas Politik Minangkabau, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2007.

Hakimy, Idrus, 1000 Pepatah-Petitih-Mamang-Bidal-Pantun-Gurindam, Edisi II,
Cetakan Kedua, Bandung: Remadja Karya CV, 1988.

--------- , Idrus, Buku Pegangan Bundo Kanduang di Minangkabau, (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 1978.



74

--------- Idrus, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua
Pasambahan Adat di Minangkabau, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
1994,

--------- , ldrus, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau,
Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.

Kemal, Iskandar, Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya,
Tinjauan tentang Kerapatan Adat, edisi 11, Yogyakarta: Graha llmu, 2009.

Miko, Alfian, Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat, Padang: Andalas
University Press, 2006.

Minang, Gebu, Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru,
Jakarta: Penerbit Gebu Minang, 2011.

Navis, A.A, Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau,
Cetakan 11, Jakarta: PT Pustaka Grafitipers Anggota IKAPI, 1986.

Sukmawati, Noni, Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan
Bagurau; Gambaran Perubahan Sosial Minangkabau, Laporan Penelitian,
Padang: Universitas Andalas, 2006.

Syarifuddin, Amir, Adat Minangkabau: Pola Tujuan Hidup Orang Minang,
Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2007.

Toeah, Datoek, Tambo Alam Minangkabau, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1984.

C. Buku

A, Mashood, Baderin (alih bahasa Musa Kazhim dan Erwin ‘Arifin), Hukum
Internasional dan Hukum Islam, Cet.-Ketiga, Jakarta: ‘Komisi Nasional
Hak Asasi-Manusia; 2013.

Abdurrahman, Dudung, Pengantar Metode Penelitian, Cetakan 1, Yogyakrta:
Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Andriana, Nina, dkk, Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja
Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal, Jakarta: PT. Gading Inti
Prima (Anggota IKAPI), 2012.

Farida, Maria dkk, Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan,
Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.



75

Fayumi, Badriyah, Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam), Jakarta:
Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI,
2001.

Kasiram, Moh, Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan
Penguasaan Metodologi Penelitian, Cetakan 11, Malang: UIN-MALIKI
PRESS (Anggota IKAPI), 2010.

Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH Ull,
2002.

Muhammad, Islamil, Syah, fisafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Ndraha, Taliziduhu, Metodologi Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT. Bina
Aksara, 1988.

Pamudji, S, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara,
1992,

Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Illmu Perundang-undangan Indonesia,
Bandung: Mandar Maju, 1998.

Suratman, dan Philip Dillah, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Il, Bandung:
Alfabeta, (Anggota IKAPI), 2014.

Zed, Mustika, Metode Penelitian Perpustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Nasional,
2004.

D. Jurnal, Artikel dan;Skripsi

Andriana; Nina, dkk, Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja
Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal, Jakarta: PT. Gading Inti
Prima (Anggota IKAPI), 2012

Amaliatulwalidain, Demokrasi Lokal di Sumatera Barat; Memahami Pendekatan
“Self Governing Community” pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern
di Minangkabau, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 2 Nomor 1
Tahun 2016 Palembang: Universitas Indo Global Mandiri, 2016

-------- , Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem Pemerintahan
Nagari dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat,
Fakultas llmu Pemerintahan dan llmu Budaya Universitas Indo Global
Mandiri.



76

Ariani, lva, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya
Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia), Jurnal Filsafat,
Volume 25, Nomor 1, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM 2015.

Arifin, Zainal, Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang), Jurnal
Antropologi Indonesia, Volume 34, Nomor 2, 2013 (Departemen
Antropologi: Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,
2013.

Busyro, Peranan Lembaga Keagamaan Lokal dalam Melahirkan dan Mengawal
Fatwa Keagamaan, Jurnal Islam dan Realitas Sosial, 2015, Volume 8,
Nomor 1.

Erianjoni, Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi dan Ideal-
Tradisional ke Realitas, Jurnal llmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor
1, Padang: IAIN Imam Bonjol 2011.

Evayanti, Desi R, Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan
Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten
Agam 2006-2012, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Unand
2011,

Fatimah, Siti, Gender dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori,
Praktek dan Ruang Lingkup Kajian, Jurnal IImiah Kajian Gender Volume
2, Nomor 1, Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2012.

Firman, Zaka, Aditya dan Reza Winata, Rekonstruksi Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia, Jurnal Negara Hukum: VVolume 9, Nomor 1, Juni
2018, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan
Perpustakaan MK RI, 2018.

Hanafi, Agustin, Peran Perempuan. dalam_Islam, Jurnal Gender Equality:
International Journal of Child and Gender.Studies, Volume 1, Nomor 1,
Maret 2015, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN' Ar-Raniry Banda Aceh,
2015

Kosasih, Ahmad, Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Jurnal Humanus, Volume XIlI,
Nomor 2, Tahun 2013, Padang: UPT MKU UNP, 2013

Masri S.S, Syari’at Islam dan Perempuan, Serambi Indonesia, Edisi 1 Februari
2008



7

Muhakki, Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah
Dusturiyah), Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 1 Nomor 2,
oktober 2011

Refdiana, Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan
Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat), Fakultas IImu
Sosial dan IImu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ronsi, Gusna, Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau, Jurnal limu
Sosial dan Humaniora, Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, Padang: Pusat
Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra
Daerah FIB Universitas Andalas, 2011.

Sismarni, Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat
Minangkabau Modren, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 2,
Padang: IAIN Imam Bonjol 2011.

Taufik, Fatmah, Hidayat, Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islan
(sebuah tinjauan sosiologi hukum), Jurnal Sosiologi USK, Vol. 9, No. 1,
Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016.

Khusrini, Umi, Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019
dalam Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kaliajaga Yogyakarta, 2016.

Zakia, Rahima, Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau,
Jurnal llmiah Kajian Gender Volume 1, Nomor 1, Padang: IAIN Imam
Bonjol, 2011.

E. Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Nagari

F. Lain-Lain



78

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa,
Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.

LKAAM, Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau, Padang: Yayasan
Sako Batuah, 2000.

Kemenkumham RI, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan
Daerah, Edisi Kelima, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-
Undangan, 2011.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-
undangan-di-indonesia/#_ftnrefl

http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudu
kan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/#_ftnref1
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/#_ftnref1
http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/
http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/

Menimbang

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Banhwa dalam rang<a untuk memenuhi aspirasi
masyarakal Bersama Pemerintahan Nagar dan
mengalasi  munculya  pormasalahan  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pertu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Bahwa berdasarkan pertmbangan  sebagaimana
dimaksud pada nuruf a o alas peru menetapkan
Peraturan Dasrzh tentang Pemerntahan Nagari.

4

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang

E

12.
13,

=

]

B

5

El

3

Pembenukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomer 251;
Undang-Undang Nomor 28 Tanun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersin dan beoas dari
Korwpsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuolic
Indonosia Nomor 4436) sobagaimana tolan dua kali

»

©

Nagari adaiah dalu kesaluan lorrilorial masyarakat hukum adal yang
masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menunat gatis keibuan
(matrilineal) yang memilki batas-batas fungsional adat.

Nagar adalan urusan di
nagar oieh Pemenntah Nagari dan Badan Permusyawarat Nagari yarg
memilii batas-oatas wilayah calam mengatur can mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakal selempat bedasarkan asal
usul dan acal isliadal setlempal yang diakui dan dihormali dalam system
Pemerintanan Negara Kesatuan Republix Indonesia.

Pemerintan Nagar adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai
unsur penyelenggara pemeriniahan nagari.

Vilayah Pomerintanan Nagari adaiah kesaluan wilayah pemerntahan
nagari yang mempunyai balas-batas adminislrali yang ditelapkan sesuai
engan paraluran perundang-undangan yang berlzku.

Wali Nagari adalah P'mpinan Pemerintah Nagari.

Pejabat Wali Nagari adalan pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan
tugas Wall Nagan yang sifatnya sementara.

. Poraturan Nagarl adalah Peraturan Pemmlmahan Nagaii yang dibuat
S N

oleh Wali Nagari Bersama SANU

. Jorong adalan bagian dari wilayah namwlmahan nagari yang dipmpin

oleh ssorang Kepala Jorong.
Kepala Jorong adalah perangkat pemerintah nagari yang membantu dan
berianggungjawab kepaca Wall Nagarl dalam melaksanakan tugas-ugas
pemerintahan di jorong yang borsangkuian
svmusyawaralan Nagari yang selamulnya dlslmkal BAMUS
mufakatan yang
menupakan nekujudan Gl olam pmymgavaan
Pemerintanan Nagaii sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Nagari.

Lombaga Kemasyarakatan adaiah Lembaga yang cibentuk dengan

peraluran nagari dan berpedoman kepada peraluran perundang
dangan, sebagal wadah partisipasi masyarakat unfuk mambantu

pemerintan nagar dalam proses perencanaan pembangunan, pelayanan

masyarakat seta pemberdayaan masyasakat.

Limbago Adat adalah unsur pemangks adat yang telah ada dan dwarisi

secara lurun lemurun sepanjang adal yang beraku d masing-masing

Batas pemerintahan nagari yang dinyatakan dajam bentuk peta
batas pemerinahan nagari yang discpakatl cleh pemerintahan
nagarl yang berbatasan:

Torsegianya saraa an plasamna solayanan pablik: dan

Pembermkin nemmnlihﬂn nagan ! chekokan mela tahapan sabagai
berkut:

a. Tokoh masyarakat pada bagian pemerintahan nagari yang ingin
ditingkatian menjadi pemerinthaan nagari melakukan musyawarah
yang Mamlimsi aleh kepala jorong  untux  mendapatean
kesepal

Has| kesepakalan sebagaimana dimaksud pada hul a
disampaiken  kepada  Wali Nagar unlk  selanjubya
dimusyawarahkan dengan Bamus Nagari. Limbage Adal Nagari,
dan Kepala Jorong lainnya bersama tokoh masyarakat di nagari
tarsebut;

Nagari menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada hunsf b kepada Bupati melalui Camat berupa berita
acara hasi kesepakatan dengan melampirkan notulen dan daftar
hadir pesenta musyawarah;

Beroasarkan nasi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf
<, pemeriniahan nagari persiapan dietapkan dengan keputusan
By

o
g

a

pal
Pemerintzhan nagari parsiapan sebagaimana dimaksud pada hurul
d divina oleh Wali Nagari induk dan setelah 3 {tiga) tahun dinilai
oleh sebuah fim yang dibentuk oleh Bupati untuk ditingkatkan
statusnya menjadi pemer ntanan nagari penuh;

Apablla setelah diiakukan penilaian sebagaimana dimaksud hurut e
ternyata tdak memenuhi persyaratan, maka pemerintahan nagari
persiapan tersebut bergaoung kemoall dengan pemerintahan nagari
induc;

Tata cara, pembsnmnn nagai persiapan diatur lobih lanjut dengan
Peraturar

Peugmmn psmennldnan nagari persiapan menjadi pemerintahan
nagari cefenitt ditetapkan dengan Peraturan Dasrah.
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LAMPIRAN

diubah, teraknic dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keduz atas Uncang-
Undang Nomor 32 Tanun 200¢ Tertang Pemerirtahan
Daerah iLembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonosia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemeriniah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lemoaran Negara Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembenkan  Peratran  Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentar

o

o

2005 Nomor 158, Tambahan Lemoaran Negara
Republik Incanesia Nomor 4567}

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Perbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah KabupatenKota [Lembaran Negara Republic
Indonesia Tanun 2007 Nomor 82, Tambanan Lembaran
Negara Repuolik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Dasrah (Berita
Negare Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Peraturan Daerah Propins Sumatera Basat Nomor 2
Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagan (Lembaran
Dagrah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2)
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2005 2025 {Lembaran Dacrah Kabupaton Lima

~

@

nagari dan merupakan Lembaga lerlingai dalam ponyelenggarazn adal
di nagari.

. Kerapatan Adat Nagari {KAN) adalah satuan organisasi niniak mamak

yang dibentux atas dasar musyawarah mufakal, dan‘atau dar turunan
Anggaran DasariAnggaran Rumah Tangga organisasi niniak mamak
yang lebih tinggl

. Keuangan Nagari hak dan

rangka Nagari yang dapat
uang termasuk di dalamay segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban pemerintahan nagaritersebt
Harta kekayaan Pemerintahan Nagari (Aset Pemeriniahan Nagari)
adalah barang milk pamerintanan nagarl yang berasal dari kekayaan asli
pemerinlahan_ragari, diveli alau diperoleh alas teban anggaran
percapaia belanja nagari atau hak lainnya yang, sah dan haria
kayaan pemeriniah nagari yang telah dikuasai secara sah yan sudah

dllnpa-xkan hak adainya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang
selanjutnya disebdt APBNagar adalan rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Nagari yang dioahas dan diselujui Bersama olsh
Pemerintah Nagai dan BAMUS Nagari yang dtstapkan dengan
Peraturan Nagafi.

. Radan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNagari adalah

usaha nagan yang dibentuk /didirkan oleh Pemerintah Nagarl yang
kopom likan medal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pomorintah
Nagari dan masyarakat.

Penataan Nagari adalan pe

ponggabungan, dan perubahan staus serta peraturan pemerintahan
nagari untuk mewjudkan pemerintahan nagai yang maju dan mandir.
Pembentukan  Pemerintahan Nagari  adalah  pemberan — Status
pemerintahan nagari.

. Penghapusan Pemeriniahan Nagéri-adalan pencabulan slatus sebagai

pemerintahan nagan dan selanjufnya tigabung dengan pemerintahan
nagari lain yang bersandingan.

Penggabungan  Pemerntahan Nagad adalah penyanan dua
pemerintahan nagari atau oih menjadi pemerintahan nagari baru,

Pasal4

Dalam wilayah pemer ntahan nagari dibentuk Jaloug yang merupakan
Bagian " wilayah ~IKGif2 \ppomorintahan® Hagari  dar Ndfietapkan
denganpeaturan nagari

Penatepen wilayah jorong Sebagaimane disetul ayat (1) dikikunkan
dengen Kepurusan Bupati

Pedoman dan Tata ‘Gara Penataan Jarong-diatir letin lanjat dengan
Peraturan Bupati,

Baglan Ketiga
Penghapusan Pemerintahan Nagari

Pasal 5

Penghapusan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 ayat (3) huruf b menupakan tindakan pencabutan status pemenintanan
nagari yang ad:

Pemerintahan nagar yang tdak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud calam pasal 3 ayat (4] dapa: dihapus dan digabung dengan
pemerintahan nagari lainnya yang berdampingan

Bagian Keempat
Penggabungan Pemerintahan Nagari

Pasal 6

dimaksud dalam pasal 2

aw (3) hurut o dilaksanakan dengnn ketentua

Dua pemerintaha nagari atau lebih yan] heldamp\ng.’m dalam satu
kecamatan dapat digabung menjadi pomenn\amn nagari  bary
bordasarkan kesopakalan rour yang m'snnnku

Dua pemerintahan nagari Jebil terdampingan dnpil
bergabung menjadi pemsmllallﬂn ot Gardisitan edapakt:
nagari yang bersangkutan.

Pulun Kota Tzhun 2011 Nomo 10}; dan

. Peraluran Dagrah Kabupalen Lima Puluh Kola Nemor
14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 20112015 {Lembaran Dacrah Kabupaten Lima
Pulun Kota Tzhun 2011 Nomer 14)

29, Perubshan status Pemerintzhan Nagari adaiah perpindahan dari
i kelurahan.
0. Bangun guna serah adalah pemantaatan kekayaan pemerintahan nagarl
Berupa tanah ore'\ pihak lain dengan cara ﬁanmmkﬂr bangunan caniatau
idayagunakan oleh pinak lain
wakiy fertontu y.hg telah disepakali untuk
solanjuinya lsarana Bl tara boser bangunan‘atay sasana
berikut fasiitasnya setelah berakhirnya jangka wakiu
a1 una adalal kekayaan nagar
berupa tanah oleh oihak lain dengan mendirikan bangunan dan‘atau

g
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Dengan Persetsjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:
Wemutuskan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN
NAGARI

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah n yang dimakeud dergar:

Daerah agalah Kaoupaten Lima Puiuh Kota.
2 Daersh adalah rusan
lah Pamoretzh Darah don OPRD mana 236 sinom dan tugas
pombanluan dengan prinsip clenomi seluas-luasnya dalam syslem
Negara Kessluan Repubi Inconesia sebagaimans dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Regubik Indonesia Tahun 195,
Pemerintah Daerah adalah Bupal dan perangkal Daerah sebagai unsur
penyelerggara pemerintahan daerzh.
Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dewan Porwakian Rakyat Dacrah yang selanjuinya diseout DPRD
adalah Dewan Parwakiian Rekyal Daarah Kabupalen Lima Pulch Kota.
Kecamatan adalan wiayah kefja camat sebagai perangkat daersh
Kabupaten.
(Camat adalah Camat se-Kabupalen Lima Puluh Kota.

EFS

d. Perubahan status pameriniahan nagari.

Baglan Kedua
Pembentukan Pemerintahan Nagari

Pasal 3

in Nagari dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) hund & menspakan tinoakan mengadakan pemerinianan
nagari baru diluar pemerintanan nagari yang

sarana berkut fasiitasnya. dan selelan selesai
diserahkan untuk dicayagunakan oleh piha lain tersebut dalar jangka
waktu tertentu yang disegakai

BAB
PENATAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

{1) Unuk mewujudkan sfektiftas nagari

@ nagari dimaksud pada ayat

muaomerupa
Pemekaran darl | {saw) pemerintahan nagari menjadi 2 idua)
pemerintahan nagar atau lebi

b Penggabungan dari bagian wilaysh pemerintahan nagari dari
pemarinlahan nagar yang bersandingan menjadi T (satu)
pemerintahan nagar.: atay

¢ Penggabungan oeberapa pemerintahan nagad menjadi 1 (satu)
pemerintahan nagar bani.

(3} Pembentian pemerntahan nagari Gitstapkan dengan peraturan
pomerinian  kabupalon dengan  memperimbangkan  prakarsa
masyarakal, asal usul, adal istadat, kondisi social bucaya masyarakat
setempat, kemampuan dan potensi nagari

diakukan penataan pemerin:ahan nagar.
Ponatazn pomeriniahan nagar sevagaimana dimaksud pada ayal (1}
ditjukan untuk

a

B

tMempercepat peningkatan kualitas pelayanan public;
c. Meningkatkan kualitas tatz kelola pamerintalan; dan
d. Moningkatkan daya saing fagal.
18) Penaiaan pemeriniahan nagarl sevagaimana dimaksud pada ayat (1}

©. Penggabungan pemerinanan nagari; dan

Bagaian Kelima
Perubahan Status Pemerintahan Nagarl

Pasal 7

) Pemedntaha Nagal ‘Gapat berubad stas menadi Kelurahan
berdasarkan prakarsa Pemerivizhan Nqnn bersama Bamus Nagari
dergan memperhatikan saran dan pends arakat.

{2} Porubanan slalus penwn--luhwv nagari 'nmu-u.ll elratin subagaimana

dimaksud paca ayat {1) tetapkan dengan peraturan daeran dengan

mmpemamn

2k berut

. Jumhl! uunduduk.uv p..nwg sodikil 2000 jiwa alau 400 kepaa
keluara;

c. Prasarana dan sarana pemerntahan yang memadai bagi
terseienggaranya pemerintahan kelurahan:

d. Polensi skonomi berupa jonis. jumiah usana jasa dan prodeiksi sarla
keanekaragaman mata pencaharian;

& Kondsi sosial budaya masyarakat yang beranskaragam dan
sekurang-kurangnya 70% (tjcb pulu per seratus) pendudukrya
mempunyal mata poncaharan non perianian

1. Meningkatnya volume pelayanan masyarakat

@ Memik batas keurahan yang dinyatzkan cengan peta batas

Kelurahan; dan

. Tersedianya dana dari anggaran pendagatan dan belanja daeran
kabuoaten untuk pendanaan penyelanggaraan kelurahan.

Wali Nagari, Perangkat Nagari dan anggota Bamus Nagari dadi

smecintahan nagar yarg dibah statusnys menjadi kelurshan,

diberhentikan  dengan  hommal dari jabalannya dan  diberikan

Ketentuan lebih lanjut mengensi tata cara pemberhentian Wali Nagari.
Perangkat Nagai dan Bamus Nagar sebagaimana cimaksud pada ayat
(3) diatur dengan peraturan bupat.

Pasal 8

i nagari dimaksud paca aayat
(1) harus memenu syar
a inmal nagari § {imaj tahun tohitung sejak

pembentukan;
6. Jumizh pendudux paling sedikit 1000 jiva atau 200 kepala keluarga;
©. Luss wiayan dapat diiungklu untuk meningkatkan pelayanan

masyaraka dan pembangunar

. Wilayah kerja memiiki ,mmqun perhubungan ata komunikasi antar
wilayah dalam nagari;

e Sosial budaya yang menciptakan  kerukunan  hidup
masyaraka; sesusi adat. isincnt setempat;

1. Memiliki pctensi nagari;

(1) Selwwh barang milk pomorintahan nagari Gan  s.mbor-sumber
pendapatan pemediniahan nagan yang berubah menjadi kelurahan
‘menjadi kekayaan pame«im.m kabpaten.

Kekayaan pemsrintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat i1}
dielota oleh pmhemvuhaﬂ kabupdteu unluk kepentingan masyarakal

=

Pendanaan sebagai akibst perubshan status pemerintahan nagar
menjadi kalurahan dibebankan paca anggaran pendapatan dan belanja
dagrah kabupalen.

Pasal 9

Pombeniukan.  penghapusan, penggabungan dan  porubahan  slalus
pemeriniahan nagar menjadi kelurahan beriaku ternitung sejak dietapkan
nomor registrasi dan pengaturan kods nagari oleh Menter yang selaniuinya
ditetapkan dengan Peraturan Dasrah.

BAB I
KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 10
Pemerintahan Nagari mempunya kewenangan untuk  mengatur dan
mengurus kepsniingan masyzrakat berdasarkan hak. ssal usul, adat

dan niainilal oudaya masyarakat can meiaksanakan bagian-bagian darl
suatu urusan

Pasal 11

Unisan pemerintahan yang menjadl kewenangan pemerintahan nagar
mencakup:
a yang sudzh aca sl usul nagar
b Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
diserankan pengaturannya kepada pemerintahan nagari;

Tugas pembantian dari Pemerntah, Pemerinizh Provinsi dan
Pemerintah Dasrab: dan




o Urusan pei Iainnya yang oleh 0
diserankan kepada pemerintzhan nagari.

Pasal 12

Unusan pemerntanen yang menjadi kewsnangan daerah yang dissrahkan
kepaca pemerin s muar sebagaimana dimaksud pasal 11 ueul b adalan
urvsan pomer jang sceara lansung dapal meningkakan polayaran
Gan pamrdayasn mamarekat

Pasal 13

Supsti melakukan pengkajian dan evallasi ferdap jenis Lussn yang skan
ciserankan kepada pemeriniahan nagat dengan mempertinoangkan aspek
leiak geografis, kemampuan parsonil. kemampuan keuangar, efisiensi dan
efektivitas.

Pasal 14

Penyerahan uruisan pemenstahan yang menjadi kewenangan daeran kepada
pomerintahan nagasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 hurt b diserda
pembiayaan.

Pasal 15

1 Apabila dalam kurun weku 2 (dua) tahun urusan pemerintshan yang

diserahkan sebagaimana Gmaksud pasal 11 tidak berfalan efoki

Pemerinian Damn dsont menark sevagian amu ssluruh urusan
telan diserarkan.

Kextian 6bh rkd menggna) pemvehin st pemesintahan yarg

menjadi kowenangan dacrah kepada pomerinlahan nagari sebagaimana.

dimaksud ayat {1) diatur cengan Persturzn Bupati.

Pasal 16

(3) Perangkat nagari lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
s

an

¢ Porangkst keawieyshan.

{4} Secretariat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdic
dari Sekretaris Nagar dan Kepala Urusan.

151 Kepala unsan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tedi dai

b, Kepala Urusan Pembangunan;
c. Kepala Urusan Adminisirasi dan Keuangan:
4. Kepala urusan lannya berdasarkan kabmuhm dengan

(6] Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3} hului b dapat

Tugas pembantuan dari Pemeriniah,  Pemerintah  Provinsi  dan
Pemecnian Daerah kepacs pemeriniahan nagari ssbsgamana
dimaksud Pasal 11 huruf ¢ waib Gsertai dengan cusungan pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia,

Pemerintanan nagari berhak menolak melaksanakan fugas pembantuan
sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ticak disertai dengan pembiayaan.
prasarana dan sarana, serta sumber oaya manusia,

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatt
Hak Pemerintahan Nagarl

Dalam menyeienggarskan urusan  pamerintahan yang  menjadi
kewenangan Pemerinshan Nagar, mska Pemerinishan Nagar
mempunyal hak-hak sebagai berlkul

e dan mengurus  sendii  urusan  rumah  langga
pemeriniahannya berdasarkan hak asal usul dan urusan rumah
tangganya sesual dengan peraturan penindang-undangan yang
beraku

b Memilih pimpinan Pemerivtahan Nageri:
c. Mengeloa aparatur Pemeriniahan Nagar
0. Mengeloa kekayaan dan asel pemer lahan nagari;
.

f

Wemungut iuran nagar;
Wendapatkan bagi hasil dari pengslolaan sumosr daya alam dan
sumbor daya lannya sesuai dengan peraturan yang oerlaku;

g Mendapatkan sumber-sumber pondapatan lainnyz yang sah: dan

h. Mendapatian hak lainnya yang diatur dengan peraturan perurdang-
unoangan

Bonluk bonlu bagi hasil dar, sumbor sumber pondagatan lainnya yang

sah sebagaimana dimaks.d ayat (1) hunf f Jebih lanjt ditetapkan

dengan Perauran Bupal.

Kews|lban Pemerintahan Nagar|

f. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan perekonomian
ari:

Mengkaordinasikan pembangunan nagari secara partisi

Mengembangkan teknologi lepat guna:

i, Mewakii nagar di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuzsa hukum untuk mewakil nya sesuai dengan peraturan
perundang-urdangan; dan

i Melaksanakan tugas lain sesual dengan peraturan pemundang-
uncangan.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagalmznz dimaksud

paca ayal (1) dan (2) Wall Nagari mempunyai kewayi

& Melindungi masyarakat, menjaga sl OB,
Kerkunan nasioral seta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

=F

dbentuk  berdasarkan  kebutuhan  dengan
kemampuan keuangan pemerintanan nagari

7) Perangkat kewiayahan sebagaimana cimaksud pada ayat (3) huruf ¢
adaiah Kepala Jorong.

8) Susunan organisasi dan lala kerja pemeriniah nagari ditetapkan dengan
peraturan nagari

Paragref 2
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Wali Nagari
Pasal 23

(1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan.
pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wal
Nagari mempunyai wewenang:
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari;
i Bersama

Nagar;

Menyusun rancangan APBNagarl:

a.
b.

c. Morencakan pembangunan nagari

d

6. Memfasiilasi kenidupan masyarakal nagari:

Apabila Waii Nagari barnenti dari jabatan atas permintaan sendini hars
mendapatkan rekomendas: dari Bamus Nagari yang selanjutnya diteit
oleh Tim verifixasi dari Kabupaten.

Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pemberhentian Wali Nagali
diatur dengan Paraturan Bupati.

Pasal 30

Sekrstaris Nagari ditunjux sebagai pelaksana tugas Wali Nagari pada saat
Wali Nagari dibsrhertian sementara sebagamana dimaksud daiam pasal
2.

Pasal 31

(1) Dalam hal Wali Nagari dibernentikan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dengan masa jabatan
6 ienam} bulan dan dapat operpanjang paling lama 1 satu) tanun
terhitung sejak targgal pelantikan.

12) Penjabat Wali Nagari sebagaimana d maksud pada ayat (1) satu dtunjuk

dan Sekretaris Nagari atau Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat yang

bersangkutan dengan tugas pokok melaksanakan pemiinan Wal Nagari

cisamping tugas-{ugas umum pemerintahan nagar sehari-hari

Ketentuan lebin lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat Wali

Nagar diatur dengan Peraturan Bupati.

el

Paragra 5
Tindakan Penyldikan

Pasal 32

Tindakan penyicikan terhacap Wal Nagar, dilaksanakan setelah aganya
persetujuan tertulis dan Bupati atas permintaan phak yang benvenang
Dalam hal porsetujuan tertulls dari Bupat tdax terbit dalam wakiu paling
lambat 30 (tiga puluh} har terhitung sejak diterimanya permohonan,
proses penyidikan dapat disanjutkan.

®

£

i
i
@

a
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b Men masyarakat;

¢ Memelinara ketentraman dan ketertban masyarakat

. Maniaall ketentuan peraturan perundang undangan;

e, Melaksanakan kehidupan domokrasi:

t. Melaksanakan pﬁmlp lala pomerintahan nagan yang bersin dan
babas dari Kolusi, korupsi dan nepolisme:

o

i ey QN conociciot VST ST
transparan;

i Mendamalkan perselisinan masyaraka:;

J. Mengembangkan ekonomi masyarakat dan ekonomi nagar;

k. Mongembangkan sumber-sumoer pendapalan pemerintahan nagarl
tanpa merugikan masyarakat

I Membina dan melestarikan nilainilai social budaya dan adal
istiadat;

m. dan lembaga

n. Mengerbangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup

o Momberikan laporan lahunan dan laporan akhir masa jabatan
panyelenggaraan pemerintahan nagari;

P, Kowajiban lain yang poraluran pe dangan.

Hl-hal yang dkegualikan dari Ketentan sebegaimans dimeksud pada

Byat (1) adalah:

B Teriangkap tangan melakukan tindaK pidana <ejahatan;

. Disangka teish melakukan tindak pidana Kejshatan yang diancam
dengan pidana mati: dan

©. Disangka meiakukan findak pidana korupsi, terorisme, makar
dan‘atau findak pidana terhadap keamanan negara.

Tindlakafl penyicikan €ebagaimana dimaksiid pata ayat (26 lapafkan

secar fertulis olgh atasan penyidik kepada Bupat paiing lama 3 (iga)

hafi setelah selesai penyidikan.

Paragraf 6
Perangkat Nagari

Passl 33

Perangkat Nagar sebagaimana dimaksud calam pasal 22 ayat (2)
bertugas membantu Wali Nagar dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawad kepaca Waii Nagar.
Sekretaris Nagari merupakan bagian dari Perangkat Naga
dan dibehentkan aleh Sekretaris Daerah atas nama Bupat.
Sekretaris nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) cisi dari Pegawai
Negert il yang merstd pesyasan, y:

Berpendidkan minmal lulusan Sekoiah Lanjutan ting<at Atas
(SLTA} atau sederajat dengan pangkat minimal Pengatur Muda
Golongan Ilia;

Memounyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

Memaunyai kemampuan i bicang administrasi perkantoran;

Memounyal pengalaman di bidang administrasi  keuangan,
dan

Memahami social budaya masyarakat setompat.
Pomnnkal nagarl lainnya yang merupakan bagian dasl Perangkat Nagarl
diangkat oan diberhentkan oleh Wali Nagar setelah mendapat
rexomendasi darl camat

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintanan yang menjadi kewenangan
Pemerintzhan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mempunyai kewsjiban
sebagai berik.t:

a Welindungi masyarakal. monjaga. persatuzn, kesatuan can Ketukunan
nasions| serta Aeutuhan Negara Kesatuzn Republik Indonssia:
Weningsalkan kualtas kenidupan masyarakat;

Mengembangkan kendupan domokiasi:

Wewjuckan keadilan dan pemeratas

Weningkatkan pelayanan dasar pendidikan

Weningsalkan fasiltas peayanan kescralan;

Wenyediakan fasiltas scsial dan fasiltas umum yang layak:
Wanmambanglan seton famina socat

Wenyusun pererncanaan dan fala ruang nagasi
Wengembznglkn sumbe- dzya yang prouktt
Welestarikan | ngkungan hic.p:

Wengoola adminisirasi keoendudukan
Welestarikan niai scsial adat dan syara’;
Wembentuk dan menetspkan peraturan perundang-urdsngan sesual
dengan kewenangarya; dan

Kewajiosn lainnya yang distur dalam peraturan perundsng-undangan.

~spog

I

Pasal 19

i1} Hak dan kewafiban Pemer ntanan Nagar ssoagaimans dimaksud dalam
pesal {7 don 15 olBR ol ok sncatn s Pobiahan
Nagari can dijabarkan caiam benlk peverimaan belanja dan
pembiayazn pemerintahan nagari yang dikelola o iy
Pengelolazn Keuangan Pererintahan Nagar

Sistom Pangelolazn Keuangan Pemeriniahan Nagari sebagaimana
dimaksid pacs ayal (1} iskukan secars efisen, sfextd, transparan,
akuntabel, ferb, a0k, patui dan lal pada peraluran perurdang
undangan yang berlaky.

e

Paragrat 3
Larangan bagi Wali Nagari

Pasal 24
Waii Nagail dilarang.
a Menjaoi pngurus partai poltik
b, Merangkap jabatan sebagai ketua daatau anggota Bamus Nagari, dan

nagari yang
©. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD:

Terlibat calam kampanye pemilinan umum, pemilihan presiden, dan
pemiihan kepala dagrah;

8. Merugikan kepentingan umum. meresahkan sekelompok masyarakat,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ‘ain
Malakukan kolusi, korupsi dan nepolisme, menerima uang, barang
danvatau jasa dal pihax lain yang dapat mengpengaru keputusan atau
tindakan yang akan dilakukan;

9. Menyalahgunakan wewenang; dan.
h Melanggar sumpahijanii jabatan.
Paragraf 4
Pemberhentian Wali Nagari
Pasal 25
{1} Wall Nagari berhent, karena

a Meninggal duni
Permintaan sendir
c. Berakhir masa |abals'7 dan
d. Diberhentkan
(2} Wali Nagar: diberhenlikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1} hurl d
karona:

BABV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesalu
Asas

Pasal 20

Penyelenggarzan Pemerintahan Nagari wajn berpedoman kepada asas
umum penyelenggaraan negara yan terdi afas:

a. Asas Kepastian Hukum:

b, Asas Terlb Penyelenggaraan Negars;

G Asas Kopeniingan Uum;

6. Asas Ksteroukzan:

€. Asas Proporsionalias;

. Asas prolesionalas;

g, Asas akuati
h. Asas efesiensi; dan
i Asas olektiitas,
Pasal 21
Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari.
Bagian Kedua
Pemerintah Nagarl
Paragraf 1
Struktur
Pasal 22

{1} Pemerintan Nagari terdir dar Wali Nagar dan Perangkat Nagar
2] Perangkal Nagari sebagainana dimaks.d pada ayal (1) lercii dari
sekretaris nagari dan perangsat nagarilainnya

4. Mencalonkan diri menjadi anggoa legisiative;
& Tiak meleksanakan enaan vl nger; dn
1. Melanggar larangan bagi wali nagari

Pasal 26

‘Wall Nagari diberhentan sementara oleh Bupal tanga melalui usulan Bamus
Nagar apabia didakwa melakukan tindak pidana kejahaian yang diancam
dengan pdana penjara paling sing<at 5 (imal tahun, tindak pidana Korupsi,
tindak pidana ferorisme, makar, findak pidana ferhadap keamanan negara
daratau perbuatan lain yang oapat memecan-belah Negara Kesatuan
Repubiix Indonesia, berdasarkan register perkara di pengad an.

Pasal 27

Wal Nagari diberhentikan tanoa melalui usulan Bamus Nagari apabla terbukti
molakukan tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam pasal 26
oerdasarkan putusan pengadian yang telah memperoleh kekuatan Aukum
tetaf

Pasal 28

(1) Wali Nagari yang diberhentkan sementara sebagaimana dimaksud

pasal 26, solelah melaui proes peradilan lemyala lerbukli tidak

bersalah berdasarkan putusan pengadian yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 {tiga puluh) hari kerja sejak

ditetapkan putusan  pengadian, Bupati  merehabiltasi dan‘atau

mengakifcan kembali ssbaga Wall Nagari sampai dengan akhir masa
bata

abatan.

Apabila Wali Nagari yang dibsthentikan ssmentara sebagaimana

dimaksud pada ayal {1} lelah berakhi masa jabalannya, Bupali

merchabiliasi rama Wali Nagari yang bersangkutan dan  ficak
fkan kombal .

a. Tidak capal lugas secara. alay
berhalangan tetap secara bariUuL el § enar) uan;

5. Tidakllagi memenuni syarat sebagai Wall Nagari;

c. Dinyatakan melanggar sumpaniani jabatan:

(6) Bales usia pengangkafan oef@ngkal nagdfi leinnya sebagaimana:
dimaksud pada yat (1) adalzh paiing fandah 20 {dua pulub tahun dan
selinggi-tinginya 60 (enam puluh tahun.

{) Kelopan lobih anjil horgena: taral Bara peAGangkalan perdngkat
nagari ciatur dengan Peraluran Bugal

Paragraf 7
Kedudukan KedanganWali Nagar dan Perangkat Nagari
Pasal 34

WaliNagari den perangkat nagati diberikan' penghasiian letap setap bulan
n lunjangan lainnya sesusi dengan kemampuan keuangan pemeriniafian
nagari dan panghasian lannya yang sah

Pasal 35

) Wali Nagari oan Perangkat Nagari diberikan penghasitan tetap seliap
bulan danatau twnjangan lainnya sesuai dengan kemampuan kauangan
pemerintahan nagari,

t2) Penghasilan tetap danatau unjangan fainnya yang diterima Wall Nagari

dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan
setiap tahun dalam APBNagari

3) Panghasilan lolap sebagaimana ditmaksud pada ayal (2) paiing sedikt

sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 36

(1) Pegawal Neger yang dpilh atau diangkal menjadi Wali Nm» alau
perangkal nagari dibebaskan unluk sementara waku dar jabatas
organknya solama menjaci Wall Nagarl atau porangkat nag.'m L’mpa
Kehilangan statusnya sobagai Pagawa: Nogori.

(2) Gajl dan penghasilan lainnya yang verhek dilerima oleh Pegawai Negeri

3

Pasal 29

(3} Pegawai Negeri yang disilih alau diangkal menjadi Wali Nagari dan atau
perangkat nagari berhak mendapatian kenaikan pangkat dan

4] Pogawai Nogeri yang lalah selesai melaksanakan tugasnya sebagai W
u perangkat nagari dikembalikan kepada instansi
incuknya.

Pasal 37

Biaya pemeriksaan kesehatan, pangobatan, dan perawatan kesehalan bagi
Wiali Nagari. dan perangkat nagari serta keluarga yang fidak Pegawai Negeri
dapat diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlsku.

Pasal 38

(1} Apabila Wali Nagari den perangkal nagari mengalami musibah i dalam
dan sewakiu menjalankan lugas sebagai pejabat pemerintahan nagari
sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan lugas dan
Kewajbannya sebagai Wal Nagari alau perangkal nagari maka
Kepadanya dibsrikan penghasian Lga bulan berikulnya sekaligus.

(2} Apabila Wal Nagan dan perangkal nagari meninggal dunia di calam dan
sewaklu menjalankan tugasnya sebagai Pejabal Pemetintahan Nagari,
maka kepadanya diberkan penghasian empat buian berkutnya
‘sukaligus kepada ahli waris yang berhak,

Pasal 39
Ponghasiian lolap selap bulanaya dan lnjangan lainnya sebagaimar

34, dagal diberlkan nagarl yang jumiahya
disesuaian cengan kemampuan keuangan nagari.

Pasal 40

(1} Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34, dibobankan kopada APBNagarl.



i2) Kefentuan lebin lanut tentang keducukan keuangan Wai Nagari can
perangka: nagari ciat.r lsbih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Badan Permusyawaratan Nagarl

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 41

Bamus Nagari sebagai unsur
sl
Pasal 42

Bamus Nagar memili fung
. Wenolapkan Peraturan Nagar Bersama Wal Nagar
b

jan
. Pengawasan penyelenggaraan pemerinfahan nagaii.

Paragral 2
Penetapan Anggota Bamus Nagari
Pasal 43

{1} Anggota Bamus Negar sdalah keterwskilan dari penduduk nagari
bersangkutan berasarkan kelerwakilan jorong yang ditetagkan dengan
cara musyawarah dan mufak::

2] Anggota Bamus Nagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) owilh darl
unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai. bundo kanduang seria
pemuda

(3) Jumiah anggote Bamus Nagari dietapkan dengan jumish gasal,
sekurang-kurangnya 7 {tuh) orang, dan sebanyak-banyaknya 11
bl iy Jarg, ok bondiamtac Jah oy &
pemerintahan nagan yang bersangkutan dengan ketertuar

a

Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerma uang, barang
danatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakuk:
Nenyalahigunakan wewenang; dan
Melanggar sumpahijani jabatan.

Y

Paragraf 5
Rapat Bamus Nagari

150

Mekanisme rapat Bamus Nagari:
a  Rapat Bamus Nagari dipimpin oleh Pemimpin Bamus Nagari;
5. Rapat Bamus Nagari seoagaimana dimaksud paca ayat (1) dinyatakan
sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya Y (satu per dua) dari
jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan berdasarkan
suara torbanyak;
Rapat knusus Bamus Nagari untux membahas nal tedeny dinyatakan
sah apabila dihadii oleh sekurang-kurangnya %y (dua per liga) dari
jumlah anggola Bamus Nagar. dan kepulusan oielapkan cergan
perselujuan sekurang-kurangnya % (salu per dua) ditambah 1 {salu) dari
|um|n.h anggota Bamus Nagari yang hadir;
rapai Bamus Nagari ditetaokan dengan keputusan Bamus Nagar
lengkapi dengan notulen rapat yang diouat clen Sekretaris Bar

o

a

s
Nagari

Paragrat 6
Tunjangan Bamus Nagarl
Pasal 51

(1} Pimpinan dan anggole Bamus Nagari menerima funjangan sesua
dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagar

(2 Tunjangan sebagaimana dmaksud ayat {1) dapat diberiken berupa
tunjangan tetsp perbulan atau tunjangan kehadiran pada kegiatan
Bamus Nagari.

menjadi Wall Nagari, yang dibuktikan dengan surat keterangan darl
oengurus partal yang bersangkutan;

q. Bakal calon Wali Nagari yang berasal davi Ketua Ketua atau anggota
Bamus Nagari hams mengunourkan dii dari keanggotasn Bamus
Nagar;

r Bakal caln Wali Nagai yang berasal dari Wali Nagari akif,
dinonakiifkan olen Bupati pada sast ditetapkan sebagai Calon Wali
Nagar, selama W onaktfkan pelaksnaan wgas dijabat olen
Sekratar's Nagar

5. Apabila bakal calon Wall Nag secang menjabal ketuz KAN harus
nsmsnll ‘sementara dari jabatannya sebagai ket KAN:

Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4] yang Laporan
Kelal.nwau Perlanggungiawaban {LKPJ} akhir masa jabalannya lidax
memenuhi persyaralan menuru: penilaian Bugati tidak dapat dicalonkan
sebagal Wall Naga berlkutnya: dan

u. Belum pemah menjabat sebagal Wall Nagari dalam 2 (dua) kall masa
jabatan.

Pasal 56

Pemilhan Wali Nagari diakukan melalui tahapan penjaringan dan
penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemunguian suara,
dan penetapan calcn terpili.

Paragraf 3
Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon dan
Ponetapan Calon Wali Nagari

Pasal 57

i1} Penjaringan oakal calon wall nagarl dilakukan dengan pengusulan nama-
ama bakal calon wali nagari yang dsampaikan kepada Panita
Pemiihan Wali Nagari.

(2) Bakal calon wali nagari dapat berasal dari usulan Anggota Bamus Nagari
dari masing-masing jorong atau diusulkan oleh unsur-unsur masyarakat,
lembaga-lambaga kemasyarakatan, kelompck masyarakat di nagari atau
atas usul dari bakal calon yang bersangkutan.

)

4 Jumiah jorong 2 idua) sampal aengan 6 {enam), maka anggotz
Bamus Nagari adalzh 7 itujuh) or

b, Jumiah jorong 7 (tujuh} s‘\mpa\ anna 20 8 (Sembian), maka anngota
Bamus Nagari acalzh 9 {Sen 3

©. Jumiah jorong 10 isepuuh) o e malka anggota Bamus Nagar
adalah 11 {sevelas) orang: dan

. Khusus bagi Nagar yang jumlan jorong lebin darl 11 (sebelas),

penclapan anggola Bamus Ngari dilakukan dengan ponetapkan

z0na  ketenwakian. Zona  ketenwakian dilakukan  cengan

mempertimbangkan luas wilayan, jumlah penducik dan jarak antar
jorong.

Junlzh anggota Bamus Nagari dar. masing-masing jorong sama. dar
kexurangannya ditetapkan oleh Wall Nagar berdasarkan musyawaran
dengan mempertimoangkan umiah pendudui dan luas wilayah.
Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana cimaksud dasm ayat
(1) dilctapkan dengan Kopulusan Bupal
Anggota Bamus Nagar sehekum memangki jabstannya mengucapkan
sumpatvjanii secara Bersama-sama di hadapan masyarakal dan dioancu
oleh Bupati atau pjabat yang ditunjuk
Susunan kala kata sumpahviani anggota Bamus Nagarl agalah scoagai
beriku:
“Demi Alan, Saya bersumpanbedani akan memenuni kewajban saya
sebagel Anggots Bamus Nagan dengan sebsik-baknya dan sesdil-
adiinya, memegang Icnu Undang-Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dar
berbait  keoada

peraturanya
masyarakat. nusa dan br

Masa eanggotaan Bamus Nagar adajah B {eram) lahun terhitung sojak

tanggal peresmian. dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu} kali masa

keanggotaan.

Ketentuan lebih lanjut tentang tats cara dan oroses penstapan anggota

Bamus Nagarl ditetapkan dengan Peraturan Naga

gengan seluusnisiya - seda

Paragraf 3
Struktur Organisasi Bamus Nagari

Tunjangan sebagaimana dimaksud ayal (1) dioeoankan kepaca

APBNagari dengan ketentuan sebagai berikut:

a Pimpnan Bamus Nagar maksimal 25% dari penghasilan tetap Wall
Nagari; dan

b Anggeta Bamus Nagari maksimal 90% dari ponghasian totao
Pimpnan Bamus Nagar

Tunjangan pimpinan dan anggota Bamus Nagari sebagaimana imaksud

pada ayal (1) dilolapkan APBNagari

Ketentuan lebih lanjut fentang tunjangan Bamus Nagari diatur dengan

Peraturan Bupati

Paragrat 7
Persyaratan Anggota Bamus Nagari

Pasal 52

Yang dapal dipith menjadi anggota Bamus Nagari adalah Warga Negara

Inconesia_yang morupakan  pos

nduduk Nagard yang bersangkutan dan

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Beriman dan bertagwa kepada Allah SWT-
Selia dan taal kepada Pancasia, Undang-Undang Dasar 1945,
Pemenr(ah dan Negara Kesatuan Republi Indonesia;

dikan sekurang-kurangrya Sekolah Lanjutan Tingka: Pertama

an atau sederajat yang bis dibukiikan dengan jazah formai;

Sehat jasmani; i

Berkelacuan balk dibukiikan cengan Surat Keierangan Cataian
Kepolisian;

Hengenal casah dan dikenal olch masyarakat i nagarl setempat;

temanani adat istiadat dan syara’ dalam nagari yang bersangkutan;

Panda baca tulls hurut Al-Quran;

Ticak pernah melakukan polanggaran lorhacap adal syara’;

Terdaltar setiagai penduduk dan bertempal tinggl telzp di nagan dan
selama 2 (dua)

atau ko yang E a
tahun terakhir dengan tidak ferputus-putus.

Paragraf 8

Yang,dapai clusulkan, atay mengusuikan did scbagal gakal calon wall

Nagarl acalan Warga, Negara Bopublk Indonesia yang memenunl

persyaraian sebagai berkut

a._ Berman, bertagua dan taat kepada Aliah SWT:

Setia dan taal Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,

Pemerinteh dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indones a;

© Bemendidkan  sekurang-kurangnya Sekalah Larjutan Tingkat
Periama dana fau sederajat yang bisa dibukikan dengan jazan
formaly

d. Berumur sekurang kurangniya 28 fahun (dua pulut fma tahun) pada
saat penjaringan can penyaringan bakal calon.

g, Bors@laan baissfOforgan aci:

9. Tidak pernan ihuum 4afena meiakukan tindas picana Kejahatan
dengan nukuan pal ng singkat 5 {lima) tahun;

n. Tidak dcabut fiak plihaya beroasarkan putusan pengadian yang
mermpunyal kekuiatan hkum tetap;

. Mengenal daerah dan denal oleh masyarakat;

Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;

Memahami adat istadat can syara’

bersangiutan;

Pandaj baca dan tuis huruf al-Quran;

Tidak pemah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap

dat dan syara:

Terdattar sebagai penduduk dan berlempat tinggal tetap di nagari

yang bersangkutan sekurang kurangnya selama 2 (duaj tahun

terakhic dengan tidak terputus-putus diberiakukan bagi anak nagari

yang merupakan penduduk pendatang dan tidak berlaku nnql anak

riagari yan lanir 6ana tau besar  nagari yang bersangikuts

Bakal calon Wali Nagai yang berasal dari Pegawai Ncgen. selain

persyaratan seoagaimana dimaksud ayat (1} harus mencapat izin

tertuls dari atasan yang benvenang:

Baka‘ calon Wali Nagar yang beasal dal anggota Bamus Nagwr

oir dari keanggotaan B
B:ki calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari axii,
dinonaxiifkan oleh Bupati pada saat ditetapkan sebagai Caion Wali

dalam nagari yang

5 &

°

©

2

Pasal 44

Strutur Organisast Bamus Naga terci dart

a1 salu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 isatu) orang wakil ketua merangkap anggots:

€ 1isalu} orang sekretarls MErngaan 20g00ia; an

o Aggota.

(2} Personalia seoagaimans dimaksud pada ayat (1) nuruf 3. b dan ¢ dipiln
Gari dan vlch anggota Bamus Nagari secara lansung dalam rapal Bamus.
Nagari yang diadakan secara khusus.

181 Rapat pemilnan Ketua Bamus Nagari unfuk periama kall dipimpin oleh
‘anggota ertua can dibanty oleh anggola termuda.

4 Pembidangan tugas akan diatur lebin lanjut dalam Peraturan Bupati

Paragrat
Tugas, Wewenang, Hak, Kewsjiban dan Larangan

Pasal 45

Bamus Nagar: mempunyal 1ugas can wewenany:

& Hkabms cangan oo agat fl— Nagari

b, Melsksanakan pangawasan terhacap pelaksznaan Peraturan Nagari dan
Pc:alumn Wali Nagari;

[ usulkan pengangkatan dan pemberhientian Wali Nagari

4. Membentuk panita pemilhan Wal Nagari:

e Menggali, menamoung, menghmpun, menumuskan dan menyalurkan

piras: masyarakat; d
£, Blenyusun tata rertin Bamus Nagari

Pasal 46
Bamus Nagar mempunyai hak:

ar
2 Memina keterangan kepacs pemerintahar nagari: dan
b Menyaakan pencapal.

Pasal 47

Pemberhontian Antar Waktu
Pasal 53

Anggota Bamus Nagari berhent antar waktu sebagal anggota karena:
Meninggal dunia;
Permintaan sendin secara tertulis kepaca pimpinan Bamus Nagari;
Bertempat tingga di luar wilayah Nagari yang bersangkutan;
Tidak fagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota Bamus Nagari
Dinyatakan melanggar sumpah sebagai anggota Bamus N
Merangkap jabatan dan atau pekerian sebagaimana dimaksud
pasal 49; dan
4. Dibarhentian karana me‘alaikan kewajiban sebagai anggota Bamus
Nagari berdasarkan tata tertib Barrus Nagari
Anggota Bamus Nagan yeng berheni antar wakiu sebagaimana
dindad st 1) S oeh cokn yen divsulkan oleh jorong
darimana anggota Bamus Nagari tersabul berasal yang mempercieh
CLnT bernya dalam perr dian anggota Bamus di jorong yang

~nanoa

belsng
Anggoia Bamus Nagari Pengganti Antar Waklu menyelosakan masa
kera mgqu:n yang digantikan,
Baglan Keempal
Pemilihan Wall Nagari
Paragraf 1
Umum
Pasal 54

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh panitia pemilihan Wali Nagar

yang dibentuk oleh Bamus Nag

Baya ppmmm Wali Nagar: ibsbankan kepada APENagari dan APED
Kabupate

Paragraf 2

Nagan, selama \Wali Nagan dinonakiitkan pelaksanzanuas d abat

oleh Sekrerar's Nagari.

Apabila Sekretaris Nagar! Gusukal atau mengusukan cari seb

bakal calon,Wal Nagari bersama-sama dengan Wali, Nagari, maka,

Camal al@s pama Bupali mondnjuk Pojaval Wall Nagari:

Apabila bakel calon Wall Nager yang sedang menjabat ketua KAN

harus mengundukan dir da jadatannya sebeqai ketua KAN; dan

% Bakal calon Wiall Negari sebagaimana dimaksid ayat (4]
Laporan  Keterangan Pertarggungiawaban, (LKPJ) akhir masa
Jabatannya tidak memeruhi persyaratan menu-uf pentaian’ Bupat
lidak dapat dicalnkan sebagai Wali Nagari berikulnya:

@

Pasal 58

Pefqusilan Bakal | Galon Wali Nagari sebagaimana  pasal 57
cigampaikan kepada Panita Peminan Wal Nagafi dengan surat
pengusuanyang ditanda fangani oleh p hak pengusul.

Surat pengusulan Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud zyat
(1) dsampaikan dengan melampirkan syarat-syaral administrative
scnaaa\ berlkut

Kartu Tanda Penducuk yang mas h berakis;

ljazah terakhir yang dilegalis f olen pejabat benvenang;

Surat keterangan kesshatan dan bebas narkoba arau pengounaan
zat adif lainnya cari dokter pemerintah;
d Catati

pos

sk sefempat;

e Sural Pemyalaan bnrsndiz mcmnkm menjaci Wali Nagari dari
bakal calon yang bersangwu

* Surat Pernyacaan bersedia menmp 9l Nagari dan atau Kecamatan
apabila terpilih menjadi Wail Nagari;

g, lzin tetulis dar atasan il namanm bagi Bakal Calon Wali
Nagari yang berasal dari Pagawal Negeri

h. Surat keterangan non akiif o leplnan Partai Poliik bagi bakal

calon Wali Nagari yang sadang menjabat ssbagai pengurus partai
politk:

Anggota Bamus Nagar mempunyai hak:
heengal an rancangan peraluran nagar;

Nengajusan pertanyaan:

Menyampaikan usul dsn pendapst;

Menmilh dan dipiin; dan

Nemperolen tuniangan sesuai dengan kemampuar keuangan nag:

sapos

Pasal 48

Angoota Barus Nagar mempunyal kewajioan.

a Nemogang leguh can mengamalkan Pancasia, melaksanakan Uncang
Undang Dasar Negara Republi« Indonesa Tahun 1945 dan mentaati
sagala peraturan peruncang-unda

b, Mempertzhankan dan memeiinara kerukunan nasional dan keutuhan
Negara Kesatuar Republic Indonesia;

¢ Melaksanakan  kehidupan  demokiasi
pemerintahan nagari
Memproses periinan Wali Nagari:

& Menyerap, menamoung, menghimpun oan menindaklaniuli aspirasi

dalam  penyelenggaraan

:

£, Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. kelorpok
dan golongan;

@ Menghorma nilai-nilai sosial budaya dan adat istiacat masyarakat
sstempat; dsn

h Nenjaga norma dan etka daam hubungan keda dengan lembaga

masyarakat.

Pasal 43

Pimpinan dan 2nggota samu», ngnn dilara
u Werangkap jabaan jai Wali Nagar,, porangsal nagari, pimp
lembagz klmnyaum'\
b, Sebagal pelaksana proyek
¢ Merughan koponingan Jm..m, mul,w)lkuvv soxciompok masyarak
i periaiuan

Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan
Pasal 55

Persyaratan untuk dapat dicalonkan sebaga Wali Nagari sebagai berikut:

Beriman, bertaqwa can taat kepada Allah SWT;

Setia dan taat kepada Pancasia, Undang-Uncang Dasar 1945,

Pemerintzh dan kepaca Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bemendidikan sekurang-kurangnya Sekolh Lanutan Tingkat Pertama
{SLTP} dan atau secerajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal;

. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh fima) tahun pada saat
penaringan dan penyaringan bakal calon;

. Sehatasmani dan rohani;

! Borkelakuan baik dibukikan dengan Sural Keterangan Catatan

)

Kepolisian;

. Tidak dicabul hak plhnya berdasarkan putusan pengadian yang
mempunyai kekuatan huku tetap:

h. Mengenal daerah can cikenal cleh masyarakat nagari;

i, Barsedia dicalonkan menjadi Wali Nagari:

I Momanam adal istiadat dan syara’ dalam Nagari yang bersangkulan:

k. Panda baca dan wiis huruf A-Qu'an;

I, Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap adat istiadal;

m. Tidak pernah dijaiuhi pdana penjara derdasarkan putusan pengaciian
yang telan memperolen kexuaian hukum tetap karena melakukan indak
pdana yang diancam dengan pidana penjara paling lama $ {lima} tahun
atau lebih;

. Terdatar sehaoa/ venduduk dan bertempat tinggal lel.!p di  nagar dan

ma 2 (Gua)
tahun terakhic daﬂnan tidak teroutus-ptus, diberiakukan nsal pencuduk
pendatang can ticak berlaku bagi anak nagari yang bersangkutan;

©. Bakal caln Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain
persyaratan ssbagaimana yang dimaksud ayat (1) hanus mendapat izin
tertuls dari atasan yang berwenang;

p. Bag bakal calon Wal Nagari yang berkedudukan ssbagai pengurus
partal pesarta pemiu pada semuz tingkat kepengurusan harus membuat
surat pernyataan akan berhenti menjadi pengurus partai apabila terpilin

‘Surat pengunduran dii dari keanggatazn sebagai Bamus bagi Bakal
Calon Wali Nagari yang sedang menjabat sebagai pimpinan atau
anggota Bamus N

Sural pengunduran dir. dari kepengurusan KAN bagi Bakal Calon
‘Wali Nagari yang sedang menjadi Pangurus KAN.

Pasal 59

(1) Nama-nama bakal calon Wall Nagar yang telah masuk kepada panitia
pemilihan  melalui pmsls penjzlingsn bakal calon Wal Nagari

%) Pengusuian bakal caon Wai Naum yang tidak memenuhi Kelengkapan
persyaratan adminisiratl maka engusul - diberikan
kesempatan untuk melengkapinya pcling lambat 7 {haril sejak tanggal
penqumuman hakal calon ale Panitia Pemilinan Wiali Nagar

(3) Namanama bekal Calon Wiali Nagari hasil penjaringan dengan
persyaratan administratif yang lengkap drmapkan sabagai bakal calon
Wal Nagari yang berhak mengikuii proses penyaringan dengan
Kepuusan Panitia Pemilhan Wali Nagari dan uruman kepadd
masyarakal.

sl 60
Penyennaan bakal cmn Walx qu«n dilzksanakan oieh Panita
Pasal 58

)

Penyaringan bakal calon Wali Nagari merupakan kewenangan penuh

panitia pormiihan dan keputusan paniia pomiihan Wali Nagari dalam

menenukan calon yang lolos dan ticak lokos penyaringan yang
ditetapkan melalui rapat Paripuma Paniia Pemiinan tidax dapat
diganggu quaat.

(3) Calon Wali Nagari yang loios panyaringan sebagaimana dimaksud paca
ayat {2). diusulkan sebagai calon Wali Nagari dergan Keputusan Panitia
Perniihan Wali Nagari

{4) Calon Wall Nagarl yang ditelapkan sebagaimana dimaksud ayat (3}
paling sedkit berjumiah 2 (duaj orang dan paling banyak derjumiah 5
(lmaj orang.

@.




(51 Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan kepada
masyarakat oleh Panitia Pemiihan Wali Nagari melalui Pengumuman
tetulis dan pengumuman lisan dengan maksud ciketahui olen
masyarakat banyak.

Apabila calon yang memenuni persyaratan kurang dari 2 {dual orang
maka Panitia Pemilinan Wall Nagari harus melakukan penjaringan ulang.

Pasal 61

(1) Calon Wali Nagari yang telan ditelapkan cleh Panitia Pemiihan Waii
Nagari fdak dibenarkan mengundurkan cifi, dan apabia yang
ersangkuten mengundurkan din maka secars administrasi dianggap

tidak mengundurkan dir

Apatila Calon yang berhak dipiih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam periiihan temyata memperaleh suara terbanyak, maka perclenan

suaranya dibatalkan,

(3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana Gimaksud pada ayat 2)
maka Calon Wali Nagari yang mendapatkan dukungan suara terbanyak
berikutnya ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilin.

Paragraf 4
Kampanye Calon Wali Nagarl

Pasal 62

(1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS sesuai dengan waktu dan
tempat yang telah ditetapkan olen Panitia Pemilinan Wal: Nagar.

(2) Penetapan wakiu dan tempai pemungutan suara disampakan kepada
masyarakat yang berhak memilih paling lambat 3 (tiga) hani sebelum hari

laksanaan pemungutan suara.

(3) Pembertahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat berbentuk
teriis dan dalam bentuk lain dengan syarat bahwa masyarakat yang
berhak memilih dapat mengetahuinya

Pasal 64

Yang dapat atau bethak memberikan suara dalam pemiihan Wal Nagar
adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan pendudux nagari yang
berikut:

yang bersangkutan secara sah
sekurang-kurangnya € (enam) bulan terakhir cengan ticak terputus-
putus;

b Sudeh mencapa usia 17 ftujuh belas) tahun dan atau telan pemah
menikah pada saat pendaftaran cilaksanakan; dan

©. Tidak cicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadiian yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

Panti Pemilhan Wall Nagai dan Calon Wall Nagari tetap daat

(1) Kampanye calon Wali Nagari dalam bentuk peny:
visi dan misi dari masing-masing calon Wali Nagar dalam Rapat
Paripurna Bamus Nagari yang terbuka untuk umum.

(2) Waky dan tempat szpanyn ditetapkan cleh panitia Pemiihan Waii
Nagari setelah mencapat persetujuan Bamus Nagari.

Biaya kegiatan Pemilinan Wali Nagari dibsbankan kepada APBD Kabupaten
dan APBNagari yang bersangkutan.

Pasal 73

Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 {enam) tahun terhitung ssjek tanggal
palantikan dan capat dipilih kembali hanya untuk 1 isatu) kali masa jabatan.

Pasal 74
Wali Nagar harus bertempa: tinggal ci Nagari dan atau Kecamatan yang
bersangkutan sebagai bukti peryatasn kesediaan bertempat tinggal di
Nagari sebagal salah satu syarat menjaci Wali Nagar.

Pasal 75
Ketentuan lebin lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemiinan,

penetapan, pengukuhan dan pe‘antikan Wali Nagari diatur dengan Peraturan
lagari

Bagian Kelima

Awibut, Pakaian Dinas dan Penghargaan

Pasal 76

Wall Nagari dan perangkat nagar dalam melaksanakan tugasnya
menggunakan atribut dan pakaian oinzs.

Pasal 77

Wall Nagari oan perangkat nagar yang berprestasi dapat diberikan
penghargaan.

Pasal 78

Bolanja Pegawnwcnqnasuan Totap;
Balanja Subsi

Balanja ey {Pembatasan Hbah):
Balanja Bantuan Sosi
Belanja Bantuan Keuangan;
Relanja Tak Tercuga.

~sasoe

Paragraf 3
n Per

Pembiay intahan Nagari

Pasal 83

Pembiayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 61

ayat (1) huruf ¢, meliputl semua penerimaan yang perfu dibayar kembal

canialau pengeluaran yang akan oiterima kembali, baik pada lahun

anggaran yang bersangkuian maupun pada tahun-ahun anggaran

berikutnyz.

@ Pammayiin pemer ntahan nagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dar

e o Pembiayaan; dan
b, Pengeluaran Pembiayaan.

(%) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayal {2) huruf a.
mencakup:
a. Ssalebih lellungan Angg:mn (SILPA) tahun sebelumnya:
b. Pencairan Dana C:
c Hasn Penjualan Kekavaan Pemerintanan Nagari yang dipisahkan;
o Porcnmaan Pwnman

i Pembiayaan dimaksud pada ayat (2) hurut b,
mencskup:

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b, Penyeciasn Modal pemerintahan nagar;
c. Pembayaran utang.
(5) Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari selanjutnya
siatur dengan Poraturan Bupal

901 hak plitnya dalam Wall Nagari
Pasal 66

Ketentuan teknis can tata cara pemungutan suara akan diatur lesin lanjut
dalam Peraturan Bupai

Paragrat §
Penghitungan Suara

Pasal 67

Ketentuan lebin lanjut mengenai alibut, paksian dinas dan penghargaan
kepada Wali Nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Bupa.

KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Pasal 78

{1) Keuangan pemerintshan nagari dikelola bercasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, seria dilakukan dengan tertib dan cisiplin
anggaran;

Pengelolaan keuangan pemerntanan nagari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dikelo'a dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai
tanggal 1 Januari sampai cengan tanggal 31 Dasember.

Bagian Kedua
Keusngan. Nagari

Pasal 80,

m

Wali Nagar: sebagai Kepa'a Pemerintah Nagan adalah Pemegang

Kekuasaan Pengellaan Keuangan Pemerintanan Nagar dan mewakil

Pemerintah Nagal dalam kepemilikan kekayaan pemerintah nagari yang

dipisahkan

2] Wali Nagar: sebagaimana dimasud pada ayat i1) d aras, mempunyai
kewenangan

Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari:

Menctagkan Kebjakan tentang pengelolaan oarang pemefintah

nagai;

tenetapkan bendahara pemeriniahan nagarl;

Menctapkan petugas yang melakukan pemungutan penermaan

pemerimaan nagari; dan

ow

ao

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan APBNagari

Paragraf 1
Rencana Pembangunan Jangke Menengah Nagari (RPUMN) dan
Rencana Kerjs Pembangunan Nagari (RKPNagari)

Pasal 84

{1} APIMN untuk jangka wakty 5 {lima) tahun merupakan penjabaran dari
visi dan misi dar Wali Nagar yang terpilin.
2 Setelah beraknir jangka waktu RPJMN, Wali Nagar teriih menytsun

nww untuk jangka waktu § fimay ta

APUMN seoagaimanadimaksud paca aya 1) ditetapkan paing lambat 3

(iga) bulan selelah Wall Nagari dilantik.

(5} Wall Nagai bersama Badan Permusyawaratan Nagar {Bamus Nagari)
menyusun RKPNagari yang merupakan penjabaran dari RPJMNagari
berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari,

{6} Penyusunan RKPNagari diselesakan paling lambat akhir bulan Januari
tanun anggaran sebelumnya.

{7} Pedoman penyusunan RPUMNagar: dan RKPNagari diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Rancangan APBNagari

Pasal 85

Sekretaris Nagar menyusun Rancangan Peraturan Nagari fenfang
APBNagari bardasarkan pada RKPNagari.

(2) Sekretaris Nagari menyampakan rancangan Perauran Nagari tentang
APBNagari kepada Wali Nagari untuk memperoleh persetjuan.

Wall Nagari menyampalkan rancangan Peraturan Nagari scoagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Bamus Nagari untuk dibahas bersama
dalam rangka memparoleh persetujuan bersama.

@

Penghtungan suara diakuksn KPPS sesual dengan waktu yang
ditetapkan Panitia Pemiihan Wali Nagari di masing-masing TPS yang
dapal disaksikan cieh masyarakal, pemilih, saksi-saksi para calon Wal
Nagari. dan piha lain yang berwenang.

Hasil pengnitungan suara dituangkan ke dalam Bedta Acara
penghitungan suara oleh KPS,

Laporan hasil pemunguian suara berikut bedta acara penghitungan
suara narus disampaikan kepada Panitia Pemiihan pada hari yang sama
dengan har pemung.tan suara.

Pasal 68

Berdasarkan laporan dan berita acara penghitungan suara cari KPPS

sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (3}, Panitia Pemiihan Wali Nagari

melakukan rekapitulasi hasil penghtungan suara yang dituangkan dalsm
rita acara

Pelaksanaan rekapiulasi hasil penghitungan suara  sebagaimana
dimaksud ayal (1) capal dihadini oleh para saks: dari masing-masing
calon alau pihak lain brdasarkan undangan Panltia Pemilinan Wal
Nagari.

Pasal 69

Ketentuan teknis dan tata cara penghitungan suara akan diatur lebin lanjut
dalam Peraturan Bupali

L4l]

@2

E

i2)

Paragraf 7
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 70

Galon Wali Nagari yang dinyatakan terpiih adaish calon yang
mendapalkan dukungan suara terbanyak

Pantta Pemiihan menyampaikan hasil pemiinan Wali Nagarl kepada
Bamus.

©. Manelapkan polugaas yang melakukan pengololaan barang. milik
merintanan nagari

Wali Nagari dalam melaksanaian pengelolaan keusngan pemerintahan

nagari dibantu oleh Pelaksana Teknis Pargeloiaan Keuangan Nagar

(PTPKN).

Peiaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) adalzh

Perangkal Nagari terci dari:

2. Sekeotaris Nagari; dan

b. Perangkat Nagar: lainnya.

Sekretaris Nagari sevagaimans dimaksud pada ayal (d) hund a,

bertindak selaku koordinator pelaksanaan penge olaan keuangan nagar

dan bertanggung jawab kepada Wali Nagar

Sekrataris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayal (5) mempunyai

tgas:

4. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari;

b Menyusun dan melksanakan Kepjakan  Pengeiolaan Barang
Pemerintahan Nagari

c. Monyusun Ranpernag SeeNaput ahali APeOH
penanggung;mvudll polaksanazn APBNagari; dan

¢ Menyusun Rancangan Keputusan i Nagar tentang Peiaksanaan

Perauran Nagartoang APBNagati dan Parbanan APEN s
\ali_Nagari menetapkan Bendahara Pemerintahan Nagari dengan
Keputusan Wall Nagari yang berasal dari perangkat nagar atau staf

Bagian K¢
Struktur APBNagari

Paragrat 1
Pendapatan Pemrintahan Nagari
Pasal 81

Anggaun Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBNagari}

- Pcndap-\lm Pemerintahan Nagariy
b. Belanja Pemerintahian Nagari;

Penyampaian Rapcangan..p il sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), paling lambat minggu portama buian November t2hun

anggaran sebelumny.

Pombahasan sebagaimana dimaksud pada ayal (3). menltikberatan

pada Kesesuzian dengan RKPNagari.

Panyampaian Rancargan Peraturan Negeri| sebagaimana. dimaksud
{2}, harus sudah menjadi perset.juan bersama paling lamoat

Apabila persetujuan sebanaimana dimaksud pada ayat ) fidak tercapai,
maka Wali Nagari dapa: menetapkan Rancangan APBNagari dengan
Peraturan Wali Nagas atas persetujuan, Bupali sebagai APBNagari pada
tahun barsangkutan

Rangangan Peraturaf Nagarl tontang APBNagari yang/tolah oisolujui
bersama sebelum dilelankan oleh Viali Nagar sebagaimana @ maksud
pada ayat (8). paiing lambal, 3 (tige) han kera disdmpaikan kepada
Bupali melalui Camat untuk dievakuasi.

Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagar sebagamana
dimaksud ayat (2). ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD
Kabupaten ditetapkan.

Paragraf 3
Evaluas! Rancangan APBNagarl
Pasal 86

Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (7), harus
‘menetapkan Evaluasi Rancangan APBNagai paling lama 20 (dua pulun)
hari kerja.

Apabila hasil evaluasi seagaimana o maksud pada ayat (1}, melampaui
batas wakiu dimaksud, Wail Nagari dapat menetapkan Rancangan
Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari

Dalam hal Bupali menyalakan hasil ovaluas Rancangan Poraluran
Nagari tentang APBNagari licak sssuai cengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tnggi, Wali Nagari bersama
Bamus Nagari meiakukan penyampurnaan paling lama 7 (iujuh) hari
ke terhitung sejak dterimanya hasi evaluasi

s

s

2

3

Galon Wall Nagari terpilih diterapkan dengan Keputusan Bamus Nagari
berdasarkan | an berita acara pemilihan dar. pantia pemilhan.
Galon Wali Nagari ferpiih cisampaikan kepada Gamat uniuk ditarusan
kepada Bupali guna dikukuhkan menjadi Wali Nagaii
Gamal monolii usulan pengukuhan Wali Nagar yang disampaikan
Bamus Nagail dan menyampalkannya kepada Bupati paling lambat 7
{tujuh) nar sejak diterima.

Bupati menerbtkan keputusan tentang pangesahan Pengangkatan Wiali
Nagari paling lama 15 hari terhitung tangoal penyampaian hasil
pemil han dari Gamat.

Paragraf 8
Pelantikan Wali Nagari
Pasal 71
Wali Nagari terpilih dilantix oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk

ing lama 15 hari terhitung tanggal penerbtan Keputusan Bupati.
Polanlikan Wali Nagar dilaksanakan di nagari bersangkutan di hadapan

yarakal.
Wali Nagari sebelum memangky jabatannya diantik oleh Bupaii atau
pejabat yang ctunjuk dengan mengucapkan sumoah menunit Agama
Islam yang dipandu oleh psjabat yang melantik.

‘Sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3), barbunyi sebagai
barikut:

“domi Allah saya bersumoah batwa saya akan memeruhi kewajian
saya selaky Wall Nagan dengan ssebak-baiknya. Sejujur jujurnya dan
suackadkt; baha saya, dan soils ool il ‘mengamaian dan

empedahankan Pancasils sebagai dasar Negars; batwa saya akan
mmgam kehidupan demokeasi dan Undang-Undang Dasac 1945
serta segala pecaturan F!mnﬂ:ng Undangan yang beriaku i Negara
Kesatuan Repubiik Indoniesia; bahwa saya akan menegakkan dan
mengamaikan ajacan Aguma lstam dan Adat Minanghabau sebgai
perwujudan flosoli Adat Basand Syarak, Syarak Basandi Kitabulion”.

Pasal 72

c. Pombiayaan Pemarintahan Nagari.

Pendapatan Pemarintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening pemerintahan
nagari yang merupakan hak pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu cibayar kembali oleh pemerintanan nagari.
Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
terdir dar:

2. Pendapalan Asli Pemerintahan Nagari {PANagaril;
b. Bagi Hasil Pajak Kaoupaten;

c. Bagian dari Retrubusi Kabupaten:

d. Alokasi Dana Pemerintahan Nagar;

. Banlan Keuangan dari Pemerintan, Pemeriniah Propinsi

Pamerintan Kabupaten dan Nagari lainny,
Hiah

Paragraf 2
Belanja pemerintahan Nagari
Pasal 82

Belanja Pemerintanan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 82
aya: {1) hurut b di atas, mefiput semua pengeluaran dari rekening
pemerintanan ragari yang merupakan kewajioan pemerintanan nagar
dalam 1 {satu) tahun anggaran yang lidak akan diporolch pembayaran
Kembali

Selana Pemerintahan Nagar seoagaimana dimaksud pada ayat {1)
atas terdin dai

a Belanja Lansung: dan

b, Belanja Tidax Lansung.

selan,a Lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru a terdir

a Bﬂlnn]n Pagauiai
b, Belanja Barang dan Jasa; dan

c. Belanja Modal

Belanja Tidax Lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) auruf b
terdiri dari:

Apabila hasil evaluasi ticak diindak lanjuti oleh Wali Nagari dan Bamus,
dan Wall Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang
APBNanan menjadi Peraturan Nagarl, Bupali membatalkan Peraturan
Nagari dimaksud dan sokalgus monyalakan borikunya pagu
APBNagari tanun anggaran sebelumnya.
Pembatalan Peaturan Nagari dan pernyataan berlakunya pagu tanun
anggaran sebelumnya sebagaimana cimaksud pada ayat (1), ditetagkan
dengan Keputusan Bupat.
Paling lama 7 {tujuh) har keria setelah gembatalan sebagamana
dimaksud pada ayat {5) Wali Nagari harus memberhentikan pelaksanaan
Peraturan Nagari can selanjuinya Wall Nagari bersama Bamus Nagari
mencabut perauran nagari dimaksud.
Pencabutan Peraluran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayal (6)
dizkukan dengan Peraluran Nagar lertang Pencabulan Peraluran
Nagari tentang APBNa;
Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBNagar tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud paca ayal (4] i atas, Gitetapkan dengan
«eputusan Wall Nagari
Tatacara dan pedoman evalias: APBNagari seanjutrya ditetakan
dengan Peraturan Bupat

Baglan Kellma
Pelaksanaan APBNagari

Pasal 87

Semua pendapatan Pemerintahan Nagari dilaksanakan melalui rekening

kas Pemerintahan Nagari.

Hioah dan bantuan keuangan yang menjadi sumber penerimaan

Pemerintahan Nagar! yang merupakan perdapatan Pemerintanan Nagari

dan wajib dicatat dalam APBNagari

Saliap pondapatan Pomeriniahan Nagari scoagaimana dimaksud pada

ayal (1) dan (2) narus cidukung oleh buki yang lengkap dan sah.

Wali Nagari wajb mengintensitkan pemungutan  pendapatan
agar e




15) Pemerintan Nagari dilarang melakukan pemungutan selain dari yang
tetapkan dalam Peraturan Nagar.

Pasal 88

11} Seliap Pengeluaran oelanja atas beban APBNagari narus didukung
denqan bukti yang lengka dan

{2) Bukl sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus mendap:
pengesahan olen oleh Sexretaris Nagar atas keoenaran material yang
timbl dari penggunaan bukt dimaksud.

18) Pengoluaran kas Pemeintahan Nagarl yorg mengakibatkan oeban

APBNagari g etapkan menjadi Peraturan Non

) Pengeluaran kas Pomer nlahan Nagari wbigilma'\a dimaksud pada
LYot 5} toak Tt i boania omeritapan Nagar ang. st
mengikat dan belanja nagari yang bersiat waiib yang ditetapkan dzlam
peraturan Wal Nagar.

{5) Bendahara Pemerntzhan Nagari sebagal wajb pungut psjsk
oenghasilan {PPh) dan oajak wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajsk yang dipung.anya ke rekening kas negara sesuai
dengan kelonluan peraluran perundang undangan

Pasal 89

Sisa Lebh Pernitungen Anggaran (SILPA) tahun  sebslumnya,

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunaxan untuk:

s Meﬂu!npv deficit raguven apabila realisasi pencapatan lebin keci

ari peda realiszsi belar

b Menﬂnmu pelkaanaan kegetn lantan ass beban belana
lansung: can
Mendanal kewafiban lainnya yang sampal dengan aknir tahun
anggaran blum disessaikan.

12} Dana cadangan

Dana cadangan dibukikan dalam rekening tersendin atau dsimpan

Pemeriniah Nagari torsendir atas nama dana cacangan
Pemerintsh Nagari

Pasal 95

1) Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang
Pertangqungiawaban  Pelaksanaan  APBNagar dan  Rancangan
Keputusan Wall Nagaritentang Perianggungjawaban Wal Nagari.

{2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ana cadangan lidak dapa: digunakan untuk membiayal kegiatan
lain Gluar yang telah oietapkan dalam peraturan nagarl tentang
pembentukan dana DBﬂll\ﬂir’

Keglatan  yang berdasarkan  Perawran  Nagarl
sebagaimana makan pada hun b diaksanakan apabila dzna
‘cadangan telah mencukupt uniuk melaksanakan kogiatan,

Bagian Keonam
Perubahan APBNagarl

Pasal 90

Pswa'v;m APBNagari dapal diakukan apabila lerjadi:

Keadazn yang menyebabian harus dilakukan perceseran antar jenis
belaniz;

Keadaan yang menyebabkan sisa lebin perhitungan anggaran

{SILPA} tahun ssbelumnyz hans digunakan dalam tehun berjaan:

&

Porubanan APBNagari hanya dagal cilakukan 1 {salu} kali dalam 1
{satu) tzhun anggaran, kecusli dajam keadaan luar biasa.

Perubanan  APBNagari ter pergeseran  anggaran  yaity
pergeseran antar forss beianja capat dilaku<an dengan cara menuoah
peraturan nagari teniang APENagar:

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubanan APBNaga
yaitu keadaan yang menyenabkan siss letih peritungan anggaan
(SILPA) tahun sedelumnya harus diguniakan calam tahun berjalan.
Pendansan keadsan
Pendanaan keadaan luzr biasa.

Selanuinya taia cara pengajuan perubahan APBNagar adalah sama
dengan tata cara pentaoan pe'aksanaan APENagari

Bagian Ketujuh
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Pemerintahan Nagari

Alokasi Dana Pemerinlzhan Nagari berasal dar APBD Kabugaton yang
barsumber dari bagian dana parimbangan keuangan pusat dan dasrah
yang diterima oleh kabupaten untuk Pemerintahan Nagari paling sedikit
10% (sepuluh persen}.
Tojuan Alokas! Dana Pemerirtah Nagar adsah:

‘an dan mengurangi

kepada Wali Nagari unluk dibahas bersama Bamus Nagari.
(3) Berdasarkan persefujuan Wall Nagari cengan Bamus Nagari
sebagaimana dmaksud pada ayat (2} maka Rancangan Peraturan
Nagari teniang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.

Jangka wakiu penyampaian ssbagaimana dimaksud pada ayat (2)
alas, diakukan paling lambat 1 (salu) bulan sateiah tahun anggaran
berakhir

{5} Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari

merupakan dasar penyusunan APBNagari

3z

Par raf 2
ampaian Laporan
P-mnggnnm.w.h-n Pelaksanaan APBNagari

Pasal 96

) Peraturan Nagari tentang Peranggungjawaban Pelaksanaan APBNagari
dan Keputusan Wali Nagari tentang Keterangan Pertanggungjawabar
Wali Negari sebagamana dimaksud calam pasal 95 ayat (3}
disampaikan kepada Bupati melalui Camat

) Waktu penyampaian seoagaimana dimaksud pwa ayat (1) paling lamoat
7 {tujuh) nari kerja setelah Peraturan Nagari ditetapxan.
Bagian Kesembilan
ge! Alokasi Dana

Pasal 97

o

Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Dacrah maupun pihak lain;
dan

a

Bantuan dan pihak ketga yang sah dan tioak mengikat sesusai
Engnn perauran pantcarg-uncangar.
(2) Kekaya vahan nagari ssbagaimana dimaksud pada ayat (1}
menjadi it pemermlnhsn nagar.

Pasal 106
Jenis pemantaatan kekayaan pemerintahan nagar benupa:
a. Sowa
b Pinjam pakal;
©. Keqasama pemantaatan; dan
d. Bangun serah quna dan bangun guna serah.

Pasal 107

i) kokayaan nagari berupa sowa
dimaksud dalam pasal 106 huru a dilakukan atas dasar:
a. Menguntungkan pomcriniahan nagari;
b. Jangka waky paling lama 3 itiga} tahun sesual dengan jenis
kekayaan pemerintahan nagar 6zn capat diperpanjang; oan
©. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
etelan mendapat persetujuan BamusNagari.

(2) Sewn sebagaimana dimaksud ayat {1 dilakukan dengan surat perjaniian

sewa menyewa. yang sekurang- kurangny.l memuat:

Pihak-phak yang terikat dalam

Obyek parjariian sewa mnnylwi‘

Jangka waklu;

. Hak dan kewajiban para pinak;
Penyelesaian perselisihan;
Keadaan ol luar kemampuan para phak {force majeurc); dan
Peninjauan peiaksanaan perjanjian

w=moao

Pasal 108

@

@)

b, dan penganggaran pembangunan di
linghat nagari dan peribarcayaaf e akal:
Heningkatkan pembangunan infrastrukiur Pemerintahan Nagari;
Meningkatkan pengamalan  nilai- mlu keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan peningkatan sasi
Meningkatkan ketentraman dan ketertioan masyaral

Meningkatkan pelayanan paca masyarakal naqau dalam rangka
pengembangan kegialan sosial dan ekanomi masyarakat;
Mendorong  peningkatan  keswadaysan dan gotong royong
masyarakat;
Meningkatkan pendapatan nagarl dan masyarakat nagari melalui
Badan Usana Mk Nagarl (8UbNagari)
Pt} iAokl by ik e
nagari diatur ‘abih lengan Peraturan Bupati

a

-0

a

>

Bagian Kesepuluh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 98

Pemerintan Propinsi mengoordinic pemberian oan oenyaluran Alokasi
Dana Pemerintahan Nagari dari Propinsi kepada Pemer ntanan Naga.
Pemerinan  Kabupaten melakukan pembinaan dan  peny
pelaksanaan pengalolaan keuangan Pemerintahan Nagar.

Pengawasan lungsional dilzksanakan oleh aparal pemerksa fungsional
kabupaten.

BAB VIl
KEKAYAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pemaniastan kekayaan pemerintahan nagari’ber

sebagamana omaksud dalam Pasal 106 hurut b hanya dilakukan oleh
Pemerintah Nagaridengan Pemigrintan Naga

Pinjam pakal sebagaiman cimaksud pada ayat (1) Keeuah tansh dan
Bargunan.

Pamaniaatan kekayaan  pamefinizhaf nagafi, ber.pe pinjam, pakai
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayali2) diaksanzkan oleh
Wall Nagar! sololah mendagal parsoljuan Barmus Nagar.

Jdangka wakl pirjam pakai paiing lama 1 {satu) lahun dan dapal
diperpanjang kemball

Pinjam pakal diakukan=dengan sural pasianiian pinam @acal yang
seurangrkurangnya memuat:

" Pak-pinak yang terikat defigan pedan an;

5. Obyek periajian pinjam pakai;

o Mangks wakiu

. Hak dan kewsjiban para pihak:

B

1

9

Panyelesaian persalisinan;
Keadazn di luar kemampuan para pinak {force majeure); dan
Peninjauan peiaksanaan perjanjian.

Pasal 109

nagar oempa
dimaksud aalum pasal 106 nurut ¢ dilakukan
a Mennouvme\kln daya guna dan hasil guna e pemerintanan

b, Menlngkmkun pendapatzn sgiog ntahan nagari
Kerjasama kekayaa nagari
dimaksud pada ayat {1) terhadap lanan danrata bangunan ditetagkan

Kerjasama kekayaan nagari

dengan ketentuan sebagal berkut:

a Tidak tessedla atau tioak cukup tersedia cana dalam APBNagal
itk memenuhi  biaya  operasionalipemeiharaaniperbaikan
kekayaan pemerintahan nagari;

Pasal 91

(1} Wali Nagari dalam melsksanakan penatausshaan  keuangan
Pemerinlahan Nagari harus menelapkan Bendahara Pomerintah Nagari.
Ponciapan Bondahara Pomariniah Nagari sebagaimana dimakscd syal
(1) haws dilakukan seoelum dimulainy tahun anggaran bersangkuian
dan berdasarkan keputusan Wali Nagari

raf 1
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 92

(1} Penaausahaan Penerimaan wajib diaksanakan oleh Bendahara
Pemerintah Nagari.

@ pada ayat (1)

. Buku kas umum;
b, Buku kas pembantu perincian odyek penetimazn; dan
c. Buku kas harian pembantu.

(3} Bendahara Pemerinianan Nagari wiajib mempedanggungjawabkan
penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan
pentanggungiawaban penerimaan Wali Nagari paling lamoat tanggal 10
oulan berks

(4} Laporan pertanggungiawaban penerimazn sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilamg
2 Buky kas umum:

b, Buky kas pembentu perincian coyek penerimaan; dan
<. Buku penerimaan lainnya yang sah

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 93

) Penatausahaan Pengeluaran wajib  dilakukan oleh  Bendahara
Pemerintahan Nagar

Bagian Kesatu
Jenis Kekayaan Pemerintahan Nagari

Pasal 99

Jenis kekayaan pemerintahan nagarl terdir atas:
a. Tanah kas Pemerintahan Nagasi

b, Pasar Pemeriniahan Nagar'

c. Pasar khusus;

6. Tambatan perau;

e. Bangunan Pemerintahan Nagari: dan

1. Lainlain kekayaan ik Pemerintanan Nagarl

Dokumen penatausahaan pengeluaran hars  disesuaikan pacs

Peraturan Nagar: tentang APBNagari atau Peraturan Nagar fentang

Perbahan APBNagari melalui pengajuan Surat Permintasn

Pombayaran (SPP).

Pongajuan SPP scbagaimana dimaksud pada ayal (2) harus selujui

olen Wall Nagari melalui Pelaksana Teknis Pengeloizan Keuangan

Nagari {PTPKN].

Berdanar Wajib wajio mempenanggungiawabkan panggunasn Lang

yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban

pengeluaran kepada Wali Nagar paling lambat tanggal 10 bulan

berkutny:

(5] Dokumen yang digunakan Bendanara Pemeriniah Na
melaksanakan penatausanaan pengeluaran melioutl:

Buku kas umum;

Ruku kas pemoantu peincian obyek pengeluaran; dan

Buku kas harian pembantu.

i dalam

LR

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 94

i1 L I cengan:

Buku kas umum:

Buku kas pembantu dan perincian obyek pengeluaran yang disertai

dengan bukti-bukt pengeluaran yang sah;

Buku alas penyeloran PPN/PPh ke kas Negara.

(2) Laporan perianggungjawaban sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
narus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lamoat pada
ki tahun anggaran yait. fanggal 31 Desemoer.

5w

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari

Paragrat 1
Penetapan Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBNagari

Pengelolaan
Pasal 101

(1) Pengoiolaan kokayaan pemerintahan nagar dilaksanakan bordasarkan
asas fungsional, kopastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akunabiitas
dan kepastian nilai.

(2) Pengeolaan kekayaan pemerinianan nagari harus berdayaguna dan
berhasiguna untuk meningkatkan pendapatan pemerintanan nagar.

(@ Pengeolaan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud
pada ayai (1) hasus mendapakan persetujuan Bamus Nagari

(2) Lain-lain kexagaan milk pemenintahan nagari sebagaimana dimaksud Pasal 102
pada aya (1) amara lain
a. Barang yang ibeli atas beban APBNagariDaerah; Biaya pada Anggaran
b, Barang yang berasal dati pevolehan lainnya dan atay lembaga. dar Pendapatan dan Belanja Nagari
pinak ketiga:
©. Barang yang diperoieh hasil hibah'sumbangan atau sejenis; Pasal 103

4. Barang yang dperoleh sebagai pelaksanaan dan perianjankontrak
dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

€. Hak Pemerintahan Nagari dari Dana Perimbangar, Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

£, Hibah . ., Per h Kabupat

g. Hibah e o

h. Hasil kerjasama Pemerintahan Nagari.
Pasal 100

{1} Kekayaan Pemeriniahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 99
menjadi milik Pemarintahan Nagari

Kekayaan Pemerintzhan Nagari sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
doukikan dengan doxumen kepemilkan yang sah atas nama
Pemerintahan Nagari

®

Bagian Kedua

b Penctapan mita kefasama pcmantadiar berdatarkan Musyawarah
mufaka: antara Wali Nagari dan Bamus Nagar;

<. Ditetapkan olen Wall Nagari seteiah mendapal perseiian Bamus
Nagar

d.. Tidak mhman mengaadaikan'mes incahtangankan kepaca pinak
lain; dan

e. Jangka wakiu lama @ (tiga) :ahur sesuzi dengan jenis kexayaan

ymefirtahan nagari dan dapat diperpanjang.

Kerjasama pemaniagian kekayaan pemeriniahan ragari dilskukan

dengan sural paranan kerjasama sekurang-kurangnya memual:

a. Piak.phak yang lerikal dalam porjaje

b. Obyek perjajian pinjam pakai:

. Jangka waklu;

d. Makdan kewajban para pinak;

e Peryélesaian porselsinan

f. Keadaan oi luar kemampuan para pihak {force majeure); dan

9. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 110

Pemanfaaian kexayaan pemerintahan nagari berupa bangun serah guna dan
bangun guna serah sebagsimana dimaksud dalam Pasal 105 hund d
dilakukan atas dasar:
a. Pemeriniah Nagari memerluken bangunan dan fasiitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan nagari uniuk kepentingan pelayanan
u

m;

. Ticak lersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
untuk penyediaan bangunan can fasiitas.

Pasal 111

i) Hasil ayaar
dimaksud dalam Pasal 107, Pasa 108, Pasal vne. "gan Pasal 110
merupakan pemerimaanipedapatan pemerintahan nagari

i2} Penerimasn pemerintanan nagar sebagaimana dimaxsud pada ayat (1)
wajio seluruhnya disstorkan peda rekening pemerintahan nagari

K;k«yann pemerintahan nagari dikelola olen Pemerintah Nagari dan
sepenuhnya  unuk  kepentingan  penyelenggaraan

Pasal 104

Perencanaan kebutuhan kekayasn pemeriniahan nagari disusun dalam
rencana keria dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerntahan Nagari
setelah memparhatikan ketersediaan barang millk pemerintanan nagar yang
ada.

Pasal 105
) nagari i Pasal 100
ayal (1) cpecoleh melalui:
a. Pembelian;
b, Hibah;
Pasal 112

(1) Kekayaan pemerintanan nagari yang berupa tanan nagari sidak
diperbolehkan diakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pinak lain,
«ecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2] Pelepasan hak kepemilikan tanah pemerintahan nagar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diakukan sstelah mendapat ganti rugi sesua
harga yang menguntungkan et dengan memperhatixan harga pasar
dan Nilai Juzl Objek Pajak (NJOP,

(3) Penggantian ganti rugi berupa .mlg harus digunakan unlok membel
tanah lain yang lebih baik dan berlokasi ci nagari setemy

@ Pawepasan k. kepemilkan tanah pemerinianan nagari sebagaimans

g pada ayal (1) dilelapkan dengan Kepulusan Wali Nagari.

5 Klpmusan Wali Nagarl sebagaimana oimaksud pada ayat (3) diterbitkan
setelah mendapat persetujuan Bamus Nagari dan mendagat ijin teriulls
dari Bupa

Pasal 113

Tata cara pengeloaan kekayaan pemerintahan nagar diatur Gengan
Peraturan Bupti.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 114

1) Wall Nagar menyampaikan laporan hasl oengelolaan  kekayaan
pemerintahan nagari kepada Bupati melalu: Camat setiap akhir tahun

(@) Loporan has! pengeboaan kekayaan pemeiiiatan nags sebagaimara
imaksud pada ayat (1) merupakan bagian oari laporan
ﬂemnggunwawdnm

Bagian Keempat
an dan Pengawasan




Pasal 115

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan
pemerintahan nagari

(2} Pembinaan sebagaimana imaksud pada ayai (1) dengan menetapkan

kebijakan teknis pengelolaan dan mefindungi kekayaan pemerintanan

nagari.

Bupa melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan pemerintanan

nagari melalui audi yang dilakukan olen Inspektorat Kabupaten.

ke

Baglan Kelima
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 116
(1) Kekayaan pomeriniahan nagari sebagai akival dari penggabungan

pemorintahan nagar. maka kekayaan pemerintahan nagar dar
pemarintanan nagari yang digabung diserahkan menjadi milik

B
s
LR
H
s
g
]

jaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diuangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang

ditandatangani oleh masing-masing Wali Nagari dan Bamus Nagari
dan 3

Pasal 117

(1) Pembagian kekaysan pemerimahan nagari sebagai akibat pemekaran
pemerintahan ragar dilaksankan berdasarkan musyawarah anar
nagari.

Pembagian kekayaan pemerintahan nagari sebag:
ayat (1} difas itasi oleh Camat,

Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tdak tercapai
pembagian kexayaan pemerintahan nagaii ditetapkan dengan keputusan
Bupati

B

ana Gmaksud pada

orhadap i yeng
a: diletapkan sobagas suals kawasan pembangunan konagarian
2} Dalam rangka pelaksanaan ketetuan ayat (). Bupati menyusun

prog
(3) Kawasan pembangunan kenagarian ditetapkan dengan Peraturan
Buoai

Pasal 126

(1) Pemoangunan  Kawasan  kenagarian  merupakan  perpaduan
pemdangunan antar nagar dalam salu Kawasan.

12} Pemaangunan Kawasan kenagarian mencakup pembangunan sumber
daya manusa, sumber Gaya alam, dan infrasturkiur.

{3} Pembangunan Kawasan kenagarian sebagaimana dimaksud ayat (2)
masing masing diaksanakan oieh pomerintahan nagar

Pasal 127

{1} Pemoangunan nagari dan pembangunan kawasan kenagarian
digksanakan dalam upaya mempercegal proses pemberdayzan
masyarakat dan fingkat perkembangan nagari melalui metads dan
pendexatan pembangunan partisipat.

@) Keputusan anm sebagamana dimaksud pada ayat (3 harus
mempertimba
% et keadilan;
b. Marfaat;
Transparansi; dar
4. Social budaya masyarakat setempat.

BAB VIl
BADAN USAHA MILIK NAGARI

Pasal 118

(1) Setiap pemerintahan nagarl dapat mendirikan Badan Usaha Millk Nagar.

(2] Badan Usaha Milk Nagar selanjutnya ciscbut BUMNagari

(3] Benlux BUMNagarl adalah usaha pemerintahan nagari.

{41 Pondinan BUMNagari scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraluran nagari dan cisesuaiken dengan kapasilas dan
Kebulunan masyarakal nagari

{5 Pemerintahan nagari nanya dapal mendirikan 1 (salu) BUMnagari
dengan beberapa unil us

G} BIJMNagan ssbagmmana d\maksud paca ayal (4) dagal didirikan oleh 2
dua} pemerintahan nagari atau lebih yang ditelapkan dengan peraturan
versama dan berkedudukan @i aan sai nagari  berdasarkan
kesepaatan,

Pasal 119
Moda) BUMNagari dapat berasal dari:

a. Pemerintah Nagari;
gan masyarakat; dan

c. Bantuan pemerintah pusal, pemerintah provinsi Gan pemerintah
kabupaten

Pasal 120

4) Sistem informasi sevagaimana dimaksud pada ayat {1) dikelola oleh
pemerintah nagari dan dapal d akses oloh pemangku kepentingan

Pasal 120
Ketentuan lebih lanjul mengenal pembangunan nagas dan pembangunan
kawasan kenagarian diaur dengan Peraturan Bupat.
BAB X
KERJASAMA NAGARI
Pasal 130

(1) Pomerintahan Nagari dapal mengadakan kerjasama antar pemerintahan

nagari dan kefjasama dengan pihas keliga.
121 Kerjasama dengan phak ketiga sebagaimana gimaksuo paga ayat (1}

hanis merdapatcan perseujuan Bamus Nagart

Pasal 131

Ketertuan lebih lanjut mengensi kera sama aniar. pemerintanan nagari dan
kenasa"'a dengan pinak Mqu sebagaimana Gmaksud dalam pasal 130

{2} Pelaksanaan nagari dan p Kawasan
kenagarin sebagaimana dmaicsud ayat {1} yang olakukan oieh
pemerintah kabupaten dan piak ketiga waib mengiutsertakan
masyarakat nagari yang bersangkutan yang diwakili oish pemerintah
nagari dan Bamus Nagar.

Pasal 128

(1) Pemarintah mangembangkan sistem informasi nagari.

) Sistom inhwru o ari disusun berdasarkan profil nagavi.

@ Sistom infor aimana d maksud pada ayal (1) moiput fasiitas
perangkat fles dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.

(1) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksuc Pasal 137
ayat (1) merupakan peraturan yang otetapian oleh dua Wali Nagar
atau leoih dalam 1 (satu) objek aturan.

{2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangari
oleh masing-masing Wali Nagari seteiah mendapat persetujuan dar
Bamus Nagari.

Pasal 140

(1) Peraluran Wall Nagarl dan Kepulusan Wall Nagar sebagaimana
dimaksud pada Pasal 137 ayal (1) dletapkan olen Wali Nagari.

(2) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimakscd pada ayat {1) merupakan
penjavaran dan atau peraturan pelaksanaan dari Peraturan Nagar.

(3) Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan peraturan pelaksanaan car Peraturan Nagari

Pasal 141

{f) Rancangan peraturan nagari harus merdapatkan evaluasi dari Bupati
sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari

(2 Rancangan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sudah dterima Bupati melalui
Camat.

(3) Rancangan perawran nagari scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendagat evaluasi dari Bupatl paling lambat 20 (dua pulun) har keria
setelah diterima.

(4) Apabila dalam waky paling lambat 20 {dua puluh) hari kerja lidak
mendapal evaluasi peraluran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
1) dinyatakan berlaku.

Pasal 142

(1) Perturan Nagari dan Perauran Wali Napari diuncangkan dalam
Jembsranrager Gnuat el berta daeroh.

(2] Penundangan sen a dimaksud pada ayat (1) diskukan olen
sekretaris nagari

Peraturan Bupat

BABXI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LIMBAGO ADAT

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 132
{1} Di nagar bonluk Lembaga ko asyarakalan dengan peraluran nagarl

12 Lemoaga kemasyarakatar a dimaksud opada ayai (1)
merupakan wadah partisipasi masyarskat sebagai mitra pemerintah

3) Peramran Nagan dam. Peraturan Weli Nagari sepagaimana d maksud
pada ayat (1} disedarluaskan oleh pemerintah nagan

Pasal 143

Ketentuan leoi lanjut mengenal pembentukan dan mexaiéme penjustnan
poraturan nagarldiatur dengan Peraturan Bupat.

BAB Xill
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 144

(1) Bupall melakukan pemm-mm pan porgasan dmdw bentuk fasilitasi
nagari v

masyaraka.
2 Sebagan dar fwgas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
pemerintah kabupaten seoagaimana dimaksud ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada Camat.
Pasal 145
Bupall dapat membatalkan Peraturan Nagar dan Peraturan Wal Nagari yang
betentangan dengan kepentingan umum  dan peraturan  peruncang:
undangan yang febih tingg .
Pasal 146
Kelentuan lebin lanjul mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan
pemeriniahan nagari Gatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 147

Vi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, pelaksanaan dan
pertangungjawaban BUMNagar diatur dengan Peraturan Bupat.

BABIX
NAGARI DAN
KENAGARIAN

KAWASAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Nag:

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 121

i i nagari menyusun nagari
veniel | Newwrargarmys menghc pech sietem  perecaraan
pembangunan Kabupaten.
2} Perencanaan nembancunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagai yang selanjutnya
disebut APIM Nagari untuk Jangka wakty 5 {ima) tahun: dan
b Rencana pembangunan lahunan nagar, selanjuinya disebut
Rencana Kerja Pemerintanan Nagari (RKP Nagaril merupakan
penjabatan dari RPUM Nagari uniuk jangka waktu 1 satu) tahun.
(3] RPM dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
denqan peraturan nagari.
{4} Peraturan nagari tentang RPJM dan RKP Nagar memupakan satu-
satunya dokumen perencanaan di nagari.
(5} Pragram-program sektor yang masuk ke nagari waiio disingkron sasikan

Pasal 122

{1} Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal
121 ayat {1 dilakukan secara ber anjang dimulai dari tingkat jorong,

nagarl calam rangka pelayanan masyarakat, pembangunan  dan
‘oemoerdayaan masy:

(3} Hubungan kerja antara lembana kemasyarakatan dengan pemesintahan
nagari bersifat koordinat

{4} Anggaran untuk kugimun Lembaga kemasyarskatan bersumber dari
iuran swadaya masyarakat, APBNagari, APBD dan sumber lain yang sah
dan tidak mengika!

(5} Polaksanaan program dan kegialan yang borsumbur dari pomariniah,
pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah wajib memoerdayakan
Lemoaga kemasyarakatan yang sudah ada di nagari.

Pasal 133

Ketenuan lebin lanju mengenal lembaga kemasyarakatan sebagaimana
dimaksuo calam pasal 132 diafur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Limbago Adat
Pasal 134
i) D bago Ada:
i?) Limbago Adat sebagaimana dimaksuc pada ayal l” mcmpakan
Pasal 135

{1} Kerapatan Adat Nagari {KAN) adaiah saluan organisasi niniak mamak
Yang dibentuk alas dasar musyawarah mulakal, gan/atau dari turunan
Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga organisasi niniak mamak
yang lebih tinggl.

(@) Ketentuan lebin fanjut tentang Kerapatan Adat Nagarl axan diatur
dengan Peraturan Bupatl

Pasal

136,

{1) Wali Nagafi yang fifak metaksanakan kewsjioan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) cikenakan sanks: administrasi.

(2) Wl Nagari yanig tidak melaksanakah kewsiioan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 aya: (3)hun &, huruf B, hurut ohurit e, hund g, hurutl,
bt . hunt |, bt m, Bt o, hurdf o dan url p dikenakan sanksi
TegueRn tertulis,

(8) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajioan sebagaimana cimaksud

m Pasal 28 ayat (3) hund ¢, huruf £, hurt b dan huut k dikenakan
sanksi pemberentian sementara.

{4) Wali Nagari yang dikenekan sanksi tequran temulis sebag:
dimaksud pada ayat (2).daiam wakiu,paliag.lama 60 ienagy oulub) harl
tdak ‘dilakukan porbaikan maka dikonakan sanksi pemberhentan
sementara,

(51 Wall Nagati yang dKenakan pemberhenlan sementafd-sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), apabila apablla dalar waky paiing lama 180
{somaws dolapan pulh) han lidak melakukan peroaikan maka
dikenakan sanksi pemberhentian.

Pasal 148

] Wah Naga'l yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
24 dikenakan sanksi aumu.-svas.,
@ wﬂn ngu'l yang melanggar larangan ssbagaimana dimakscd dalam
124 Farc 2. hunc by o . Pt n dan huret | Gkanakan sance

ientian sementara,
@ Wab N.gm yang melanggar larangan ssbagaimana dimaksud dalam
4 hurut d, hurud e, hurut 1, hund g dan hurut j dikenakan sanks:

Nagari yang dkenakan sanksi pemberhentian sementara
sesagaimara dmokaie pac ey (2) dler wak paing o 160
(seratus delapan pulh] har fidsk melakukan perbaikan maka
kenakan sarke pembeenian.

{5) Wali Nagari yang okenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana

imaksud pada ayat (3} dalam waktu paling lama 60 ienam pulub) hari
tidak melakukan peroaikan dikenakan sarksi pemberhentian sementara.

(2) Dalam menyusun
dimaksud pada ayal (1) pemerintah nagarl wajio malbatan lembaga
kemasyarakatan nagari dan lokoh masyarakat

(3) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
sebagai salah salu masukan ulama dalam perencanaan pembangunan
kabupaten.

Pasal 123

{1} Perencanaan pembangunan nagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
122 ayat (1] oasarkan pada data dan informasi yang akurat,

{21 Data dan informasi yang akurat sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
adalah profil nagari.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 124
(1 Pesasnaan porbargunan nagar dlakikan sosusl dengan RKP

Nagar.

{2) Polaksanaan pembangunan nagarl sebagaimana dimaksud paca ayat
(1) diiaksanakan oleh pemerintan nagari dengan meibatkan selurun
polensi masyarakal nagari.

{3) Pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memanteatkan kearfan local dan sumber daya
alam nagar

(4] Pelaksanaan program-program sektor yang masuk ke nagar harus
diinformasikan kepada pemerintah nagari.

Baglan Kedua
Pembangunan Kawasan Kenagarian

Pasal 125

(1} Pemerintahan ocaerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan

elestarian dan adat istiadat dan

lemoaga adat oi wilayahnya sebagai wujud pengakuan terhadap adat
istiadat.

(2) Ketenwan leoh lanjut mengenai penetapan kebijaksanaan

pelestarian, dan adal istadat dan

lembaga adal sebagaimana cimaksud paca ayat {1) diatur dengan
Poraluran Bupal

BAB Xil
PERATURAN NAGARI
Pasal 137
(1} Peraturan pemundang-undangan  dapat menetakan berbagai

pelastarian dan adat
yahnya sebagai wujuc pengakuan

istiadat dan lsmbaga adat
terhadap adat istiadat.
Peraluran nagari dilarang berlentangan dengan kepsntingan umum dan
poraluran perundang undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan peraturan nagar memperhatkan aspirasi masyarakat
yang disampaikan secara fisan dan terulis,

]

Pasal 138

(1) Peraturan Nagari sebagaimana cimaksud pada pasal 137 ayat (1}
ditetapkan oleh Wali Nagari Bersama Bamus Nagari
(2) Peraturan Magari cibentuk calam rangka  penyelenggaraan

(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan
penjabaran lebin lanjut darl peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dengan memperhatikan kondisi  soclal budaya masyarakat
setempat.

Pasal 139

Pasal 143
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara penjaiuhan sanksi seoagamana
dimaksud dalam Pasal 147, Pasal 148 diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 150
11) Pemerintahan Nagari yang ada pada saat diuncangkannya Peraturan
Dacrah ini tetap seoaga. pemerintahan nagarl, kecuali diteatukan lain
dalam peraturan perundang uncangan.
t2) Wali Nagari, perangiat nagan dan Bamus Nagari yang ada paca saat
mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai
habis masa jabalan alau keanggotaannya.
Pasal 151
Semua peraluran perundang-undangan i dasrah yang berkailan dengan
pemerintahan nagari dinyatakan letap beriaku sepanjang belum digant dan
tidak bertertzngan dengan Peraturan Dasrh ini.
Pasal 152
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daersh ini ditetapkan selambat-
lambatnya 2 {dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini citetapkan.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulal beriaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintaha Nagari



(Lembaran Dasrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 10}
dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 154

Peraturan Darah ini mulai berlaku pada tanggal diundargkan

Agar setap orang mengetahuinya, memer ntahkan pengundangan Peraturan
Dagrsh ini dengan sefiap orang mengetahunya, memerintankan
pangundangan Peraturan Dagrah ini dengan penempatannya calam
Lembaran Daerah Kabupaten Lma Pulub Kota.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sarlamak
265 Januari 2013

BUPATI LIMA PULUH KOTA
dto

ALIS MARAJO

Yang dimaksud dengan *Asas Kepastian Hukum" adalah asas dafam
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan peruncang-
undangan, kepaulan, dan koadlan dalam  seliap  kebijaan
Penyelenggaraan Negara.

Huruf o
Yang dimaksud dengan ‘Asas Tertb Penyelenggaraan Negera
acalah asas yang menjai andasan keteraturan, keserasian, oan

nogara.

Huruf o

Yang dimaksud dengan *Asas Kepentingan Umum® acalah yang

mandahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspirati,
‘akomodaiif dan selekti,

Hural d
Yang dimaksud dengan’Asas Keterbukaan® adalsh asas yang
membuka dii ternadap hak masyarakat untuk memperoleh informas!
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatil tentang penyelenggarasn
negara cengan tetap memperhaiikan perindungan atas hak asasi
Rl golorgan da rahasa ogas.

Hurul
Ya»g dimalzud;dengan “4ses Proparsonalls adseh ases yarg
mengutamakan kesembangan antara  hak  dan  kewajiban
Penyelenggaraan Negara.

Hural {

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionaltas’ adalah asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etk dan ketentuan
peraturan penundangan-undangan yang berlaku

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilias adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

kepada.
masyarakal atau rakyat sebagal pemegang kedaulatan tertingg
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Huruf n
Yang dimaksud cengan ‘Asas Efisiensi adalah asas yang
Geroartan pac, minkmalsosl. paogginaen et deya, bk
Reied hasil kerja yang terba

Hurul

Pasal 30
Cukup jolas

asal 31
Cukup jelas

Gukup jolas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jolas

asal 35
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jolas
Pasal 40
Cukup jolas

Pasal 41
Cukup jelas

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
asal 2
Cukup jelas
Pasal 3

agari dimaksud unluk meningkatkan
mempercepal tenwjudnya Kesejahieraan

Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf &
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang
berperan aktif oalam kegiatan kemasyarakatan.
Hurut b
Cukup jelas
Hurul ¢

Cukup jelas
Hurl |
Gukup jelas
Hurul g
Cukup jelas

Pasal ¢
Cukup jelas

Pasal §

ang dimskasud dengan ‘Asas Efekifitas” adalah zsas yang
verooras pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Gukup jelas

Pasal 23
Ayal 1)
imaksud cengan ‘urusan pemerintshan’ antara lain

punwmn kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan
nagai sepeeri perafuran nagari pembentukan lembaga
kemasyarakatan, pemben:ukan Badan Usana Millk Nagar, keriasama
antar Nagari.
Yang dimaksud dengan ‘urusan pembangunan’ antara lain
pemberdayaan masyaraka: dalam penyediaan sarana prasarana
fasilias umum nagar: sepert jalan nagar, jambatan nagar, rigasi
mq;m pasar nagari

Ayal 2

Yang, ditaksaut dengen mendhoordnasicnperbonguan
Jah

oelaksanaan, pmnnlaamn pengembangan, n pelestarian

Pasal4g
Cukup jeas
Pasales
Cukup jolas.
144
Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 4T

Cukup jelas
Pasal 48

Huruf a

Cukuo elas

Yang dimaksud dengan “memproses pemilhan Wall Nagar® adalah
memoentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Wall Nagar: yang
borhak dipilh, menctapakan calon Wali Nagar terpilih dan
mengusulkan calon Wall Nagari terpilih kepada Bupali untuk disahkan
meajaci Wall Nagar: terpiln.

Gukup jelas
Pasaldg

Vil

dimaksud dengan dihapus adalan tindakan meniadakan

Yang
pemerintanan nagari yang ads
Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memperhatican saran masyarakal adalah
usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk ragari yang
mempunyai hak pih.

Ayat(2)
Cukup jolas

Ayt (3)
Cukup jolas

Ayal (4]
Cukup jolas

Pasal 8
Cukup kelas

Pas

52l 9
Cukup olas

Pasal 10

Cukup jeias

Pasal 11

Hufa

‘Yang dimaksud dengan kewenangan berdasrkan hak asal usul nagari
acalah hak untuk mengatur can mengurus kepentingan masyarakat
setempat sesual dengan asal usu, adat istacat yang beriaku oan
tidalk peraturan ang

Hufb

Pemerintah Kabupaten melakukan identifkasi, pembshasan dan
penetapan enis-jenia kewenangan yang dserahkan peratrannya
kepada anagar, seperi kewenangan di bdang pertanian,
pertambangan dan ener, kehutanan dan perkebunan, perindustrian

Cukup jelas
Hurdti

Cukup jelzs
Huruf ¢

Cukup jelas
Hurut d

Cukup jeles
H

Cukup jolas
Hurdt e

Cukup jelas
Huruf

Cukup jelas
jural g

(i Capas
A e e UL e
Limbago Adal Nagari dan Kerapatan Adat Nag

Hurdt |
Cukup jelzs

Hurif
Cukup jelas

Hurt |

Cukup jolas

Huraf m
Cukup jelas

Hurufn
Cukup jelas

Hurl o

Yang dimaksud dengan ‘lagoran penyelenggaraan pemerintahan
nagar’ adalah laparan semua keglatan nacarl berdasarkan

Cukup jolas

Cukup jelas.
i b

Cukup jelas.
Hunit

e Ksud dengan "hal terteniu” adalah rapat Bamus Nag:
yang akan mombahas can memutuskan kebijakan yang bers
D G stalegis bag! kepenlingan masyarakal 1agat sopert usal
mbclhennan WallNagal dan meiakuskan oinjaman

cmup felas

Pasal &

Gl
Cukup felas

Yang dimaksud dengan “bertaquwa’ dalam ketentuan ini dalam art taat
menjalankan kewajbar agamanya.

Harb
Yang dimaksud dengan “setia” adalah ik pemah terfibat Geraxan
sepaate, ok pernah meeukan gerskan secara onsitusonal
atau dengan kekerasan untuk menguban Dasar Negara sera tidak
peman mnlangqsr Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonssia

Vang dlmﬂksuﬂ dengan “selia kepada Pemerintan” adalah yang
mengakul pemerintahan yang sah menuru Undang-Undang Dasar
Negara Republik Inconesia Tafn 1945,

Hurutc
Cukupjoize

Cukup jeiss
Huruf §

Cukupjolas

dan perdagangan. perkoperasian, ketenagakerjasn, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, sosial pekeraan umum, perubungan,
lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi
puolik, conomi nagari, perimbangan keuangan, . perbantuan,
petanahan, kependudusan, kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat, perencanaan, peneranganin‘ormasi dan komunikasi.

Humf ¢
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pas;

Gukup jelas

14

Pelaksanaan kewsnangan Kabupalen yang cissrahkan ks Pemerintahan
Nagari gisertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasran Kabupaten.

Pasal 15
Cuiup jolas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cusup jelas
Pasal 18
Cuup jelas
Pasal 19
Gusup jelas
Pasal 20
Huwta
Kewenangen yang ada, seria tugas-ugss dan keuangan dar
pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerinzh kabupalan.
Yong  cmaksud  dongan memboikan  kelerangan
petanggungjawaban’  adalah  kelerangan  seluruh  prose
peiskaanaan peraian-peratiran nagai termasiik APBNagari.
dengen asian  lapora
peryslenggaraan _ pemer niahan masyarakat
‘adalah memberikan informasi donsoa pokok 0akok Kegiatan.
Pasal 24
Cukup jeias
Pasal 25
Ay 1)
Cukup jelas
Ayal 2)
Huula
Tida dapt meksanakan g socara borkearan con atau
berhalangan fe1ap secars berUnA-U Selama 6 bulan,
e tonmamk Gl i molakeanshan s dalam Tl
Kegiatan yang ber<zitan dengan pemsintahan.
Huulb
Cukup joias
Huut o

Permyataan melanggar sumpanianii jabstan ditetapkan dengan
Keputusan Pengadilan.

Huruf o
Dinyatakan terdsltar sevagai Calon
ditetapkan oleh KPU scbagal Galon Anggo:

jstalil apabila sugah
Legisiatl,

Pasal 26

Cukup je‘as

Pasal 27

Cukup jeiss.

asal 28
Cukup jeias

2
Cukup joas

Hurutg
Cukup jolas
Hunut n
o Sllapicls

Vang dimaksud dengan melanggar adat dan syara’ adalah af
susvorang dinyatukan mulanggar adal dan syara’ yang cibuktikan
Gengan pemberian sanksi oleh Imbago acat.

Hurut |
Yang dimaksud dengan “penducuk den berismpst tinggs! tefap di
nagari atau kecamatan’ adaleh penducuk yang mermiliki Karu Tanda
Ponduduk Nagar atau Kecamatan bersangkutan atau berlanda bukii
memilik bukil yang sah sebagal perducuk nagar alau kecamatan
vang bersangkutan,

Pasal 53

Cukup felas

al 54
Cukup jolas

Pasal 55

Huuta
Yang ¢imaksud dengan “bertaqua’” dalam ketentuan ini dalam ark
taat menjalankan kewalioan agamanya.

Hunito
Yang dimaksud dengan setia” adalah tidak pemah terfioat gerskan
separatis, fidak permah melakukan gerakan secara inkonstiusional
atay dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta ida
pemah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Reoubk Indonesia
Tahun 1845,
Yang dimaksud dengan ‘setia kepaca Pemerntah’ adalah yang
mengakui pemerintanan yang sah menurut Undang-Undang Dasar
Nogara Ropublik Indoncsia Tanun 1945,

Cukup j#ias
Hurutd

Cukup jelas
Hunute



OukuD jetas
Hu
Dukup jelas
Huni
Cukup jelas
Huru

CukuDMas
Hurwti
Cukuip jelas
it
Cukup jlas
Hurw'k
Yang dimaksud *pandai baca dan tulis Al-Quran” cibuklikan cergan
kemampuan menulis Gan membaca Al-Quran.
Hul
Yang dimaksud dengan melanggar acat dan syara’ adalah apabila
seseorang oinyatakan melanggar adat dan syara’ yang diouktikan
dengan pemberian sanksi cieh imbago adat.
Hurutm
Cupjoes
Hur
Yang dmaksud dengan ‘anak nagart agalah puta as daera yang
Tanir can tinggal di dalam dan luar wilayah nagari yang bersangkutan,
Hu'o
Yang dimaksud cengan ‘mendapat izin tertulls dari atasan” adalah
izin tertulls dari Sekretaris Daerah pegawai yang bersengkutan.
Huw p
S s

Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78
Gukup jelas

Pasal 79
Ayali1)

Yang dimaksud dengan ‘asas transparan’ adalah ssas yang
membuka dii ternadap hak masyarakat untuk memperoleh informas!
yang benar, jujur, dan liak diskriminatil tentang penyelenggarazr
keuangan pemerntahan nagari.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel' acalah asas yang
menentukan  babwa sefiap kegiatan pengeiolaan  keuangan
pomerintahan nagari harus dapat diperianggungjawabkan kepada
masyarakat.

Pasal 80
Cukup jolas

Pasal 81

piclas

Pasal 82
Gukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 4
Gukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 122
Gukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Gukup jolas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 126
Gukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jolas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Gukup jelas

Pasal 134
Cukup jolas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136

Yang dimaksud dengan *dua m- o] jabatan” adalah sessorang
lama cua kali masa jabatan

brik secara bertunit-urt mapon g

156
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayal 2}
Cukup jelas
Ayat (3}
Hunf
Yang dimaksuc dengan “bertaqa’ dalam Kelentuan i dalam arl
taal menjalankan kewajiban agamanya.
Hunuf b
Yang dimsksud cengan “setia’ adalah tdak pemah teriibat
gerakan separatis, tidak pemah melakukan gerakan secara
inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar
Negara serta tidak pemah melanggar Undang-Undang Dasar
Negara Repubii Indonesia Tahun 1945,
Yang cimaksud dengan “setia kepaca Pemerintah’ adalah yang
mengakui pemerintahan yang sah menunt Undang-Undang Dasar
Negara Repubi Indonesia Tahun 1945.
Hurf ¢
Cukup jclas
Hurul o
Cukup jalas
Hunf e
Yang dmaksud dengan ‘sshat jasmani dan ronani’ hanus
dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat darl dokter
Pomarintah.
Hanuf £
(‘ukup slas
Hun
Cukup clas
Hurut

(.ukup olas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88

Gukup jelas
Pasal 89

Cukug jelas
Pasal 90

Cukug jolas
Pasal 91

Gukup jelas

Pasal 92

Cukug jelas
Pasal 93

Cukup jelas
Pasal 94

Cukug jolas
Pasal 95

Cukup jelas
Pasal 96

Cukug jelas
Pasal 97

Cukug jelas
Pasal 98

Cukug jelas
Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jclas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Gukup jolas.
Pasal 139
CokupTelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jolas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 145
Gukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Gukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pas:
Cukup jelas

Vil

Cukup folas
Hurul

C«knp jolas
Hurut

Cukup|alus
Hunif |

Yang dimaksud dengan ‘pandsi baca dan tulis A-Quran’
dlibuktican dengan kemampuan menulis dan membaca Al-Quran

Hunt m
v:mg dimaksud dongan “polanggaran lom.’map adat’ adalah
yang yans
Horutn

Yang dimaksud cer nagari® adalah pura asi daersh
yang lahir gan tinggal di Calam dan di luar wilayah nagari yang
bersangkutan.

Hunf o
Yang dimaksud dengan “mendapat (zin tertuls darl atasan” adalan
‘2in tertulis dari Sekretaris Daran pegawiai yang bersangkutan.

funt

P
GCukup jolas
Haruf
Cukup jolas
jur ¢
Cukup jelas
fund 5
Cuupes
funi

ukup folas
Pasal 58
Cukup jolas

sal 59
Cukup jolas

sal 60
Cukup jolas
Pasal 61

Cukup jolas

Yang dimaksud dengan ‘asas fungsional’ adalah asas yang
menghendaki pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-
masalah di bidang pengelolan kekayaan pemerintahan
nagaridiserahian kepada ahlinya unuk diselenggarakan secara
funqsiur\al sesual fungsl, wewenang dan tanggung Jawab masing

Vanu dimaksuc dengan “asas kepaslian hukum” adalah asas dimana
sengslolsankekayaan ;smenmanan nagarl harus diaksanakan

Yang imakau Sangah ovs kelorbukasnt adeiah asas yang
membuka ci terhagap hak masyarakat untuk memperoieh infomasi
ninalif tenlang ponyolenggaraan
pengelolaan kekayaan pemeriniahan nagari

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yarg berorientasi
oada minimalisas penggunaan sumber daya unfuk mencapai hasil
keria yang terbaik, dalam nal ini pengelolaan kekayaan pemeriniahan
nagari diarankan agar kekayaan pemerinizhan nagari dgunakan
sesual batasan-barasan siadar kebutuhan yang ciperlukan dalam
rangka menunjang - penyelenggaraan fugas - pokok dan lungsi
semerintahan nagari secara optimal.

Pasal 102
Cukup jelas.

Cukp jeias

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jeias

Pasal 106
Cukup jolas

Pasal 107

Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 161
Cuktp jolas
Pasal 152
Cukup jelas
Padal 163
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup feias

2

Cukup jelas

asal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66

Pas:

Pas:

Pasal

Cukup jelas

al 67
Cukup elas
2l 68
Cukup jelas

169
Cukup jolas

Pasal 7

170
Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

P

Cukup jelas

asal 73

Cukup jolas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Cukup jolas

Pasal 108

Pasal

Cukup jolas

1103
Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

P

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 11

1114
Cukup jolas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

P

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas
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